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Abstract

For a long time, development is solely measured by the rate of economic growih, Measuring the
success of development by simply referring to economic growth contains many flaws because it
ignores the fairness of income distribution which resulted in a large gap between the rich and the
poor. Various adverse effects of growth-oriented development have prompled the emergence of new
thinking to rectify the definition of development. The new thinking led to the expansion of a
definition of human-centered development, as defined in the concept of human rights-based
development, In the perspective of human rights, development defined as "human-centered,
participatory, and special attention to the vulnerable groups and environment”. Economic growth
is still needed, but the development process should also ensure equitable distribution,
enhancement of human capabilities, and intended to expand the hwman choices. Currently, the
efforts to promote a human rights approach in development process are no more than just new
concepts on paper rather than implementation. Therefore, there must be a joint effort and
commitment to fundamentally change the development paradigm. This MP3EI study in human
rights perspective is an effort to ask for a commitment from state officials to integrate human
rights-based approach to Indonesia development. This effort shall be done continuesly to promote
human rights as a main development perspective, as well as the end and the means of development.

Keywords: human rights, human rights based approach to development, social justice, econoric

A. PENGANTAR
Masterplan Percepatan dan

pendekatan. Pertama, pendekatan
terobosan (breakthrough); kedua,

Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) diluncurkan
pertama kali pada medio April 2011.
Program yang diinisiasi oleh Menteri
Koordinator (Menko) Perekonomian RI
dan Badan Perencana Pembangunan
Nasional (Bappenas)ini menggunakan
landasan hukum Perpres No. 32 Tahun
2011. Merujuk pada dokumen
resminya, proyek-proyek MP3EI akan
berlangsung hingga tahun 2025,
dengan skala yang masif dan luas.
MP3EI dijalankan dengan 3

semangat “not business as usual”, yaitu
dengan sinergi antara pemerintah
pusat, pemerintah daerah, BUMN dan
BUMD dan; ketiga, komitmen
deregulasi (de-bottlenecking) untuk
meningkatkan investasi. Adapun yang
menjadi fokusnyva terletak pada
pembangunan di delapan sektor
ekonomi, yaitu pertanian, industri,
energi, pertambangan, kelautan,
pariwisata, telematika, dan
pengembangan kawasan strategis

(MP3E], hal, 22).
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Dalam pelaksanaanya, MP3EI
berpegang pada tiga elemen, vaitu
mengembangkan 6 koridor ekonomi,
memperkuat konektivitas ekonomi
nasional, dan memperkuat sumber
daya manusia (SDM) dan teknologi
{MP3EL hal. 24). Konektivitas ekonomi
nasional yang akan diperkuat terbagi
dalam 3 jenis: koneklivitas fisik
{transportasi, energi, dan ICT),
konektivitas kelembagaan (liberalisasi
perdagangan dan investasi, prosedur
lintas perbatasan, dan pemberdavaan
kapasitas), dan konektivitas sosial-
budava (pendidikan, budaya dan
pariwisata),

Dalam skema MP3EL Indonesia
terbagi ke dalam & koridor ekonomi,
yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan
Maluku-Papua. Masing-masing koridor
itu mengemban misi pengembangan
potensi ekonomi tertentu. Koridor
Sumatera dan Kalimantan
diproyveksikan menjadi sentra produksi
dan pengolahan hasil bumi dan
lumbung ekonomi nasional. Koridor
Jawa akan menjadi pendorong industri
danjasa nasional.

Koridor Sulawesi dan Papua-
Maluku dikembangkan untuk menjadi
pusal produksi dan pengolahan hasil

Gambar 1. Kerangka Desain Pendekatan Masterplan P3H
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Sumber: Diokumen  Masferplan Percepatan dan Perluasan
Pembaneunan Ekonomi Indonesia (MIBED

pertanian, perkebunan, perikanan,
migas, dan pertambangan nasional.
Terakhir, koridor Bali-Nusa Tenggara
akan didorong menjadi pintu gerbang
pariwisata dan pendukung pangan
nasional,
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Gambar 1. Tema Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia
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Sumber: Dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

{MP3ED

Adapun implementasi
pelaksanaan program MP3Elini terbagi
ke dalam beberapa tahapan (MP3EL
hal. 178). Pertama, implementasi quick
wins (2001-2015). Pada tahapan ini akan
dilakukan penyiapan infrastruktur
kegiatan, wyaitu berupa pembentukan
institust pelaksanaan, penyusunan
rencana aksi, penguatan lembaga
litbang, dan lain-lain. Kedua,
memperkuat basis ekonomi dan
investasi (2016-2020), dengan kegiatan
seperti pembangunan infrastruktur,
percepatan investasi, dan penguatan
tata kelola. Tahapan Llerakhir,
melaksanakan pertumbuhan
berkelanjutan (2021-2025) wvang
dicirikan dengan keberlanjutan daya
saing dan penerapan teknologi tinggi.

Dengan konsep, proses, dan
tahapan seperti disebutkan di atas,
MP3El hendalk mengerek pertumbuhan
ekonomi riil sebesar 6,4-7.5 persen

pada periode 20011 2014, dan sekitar

8,0-9.1 persen pada periode 2015 - 2025
untuk mencapai pendapatan per kapita
vang berkisar antara USD 14.250 - USD
15.500 dengan nilai total perekonomian
(PDB) berkisar antara USD 4,0 - 4.5
triliun.

Terkait dengan itu, beberapa
peneliti dan akademisi telah mengulas
dampak MP3El terhadap kualitas
pembangunan ckonomi Indonesia.
Penelitian Arief Anshory Yusuf, dkk.
(2014) menunjukkan bahwa program-
program MP3El akan mengurangi
kesenjangan daerah karena akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi
di luar Pulau Jawa dan Sumatera,
terutama Maluku dan Papua. Dalam
hal pengurangan kemiskinan, menurut
penelitian ini, MP3El diperkirakan
akan menurunkan angka kemiskinan
secara signifikan apabila pregram-
program MP3El memperluas basis
sektoral dari target-target investasinya.
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Sementara itu, Hilma Safitri,
peneliti Agrarian Resource Center
(ARC), memandang sebaliknya. Ia
mempertanyakan kemampuan MP3EI
dalam mengangkat derajat kualitas
pembangunan ekonomi saat ini.
Menurut Safitri (2012), MP3EI lebih
mengedepankan produksi berbasis
komersial dari pada untuk mengangkat
derajat kesejahteraan masyarakat. la
menunjukkan bahwa MP3EI
mengakibatkan ekslusi sosial berupa
pengusiran masyarakat dari
wilayahnya dan banyaknya orang vang
akan beralih ke dalam pekerja upahan
pada proyek-proyek MP3EL la juga
mengkritisi kebijakan koridor ekonomi
yang masih memprioritaskan Pulau
Jawa sebagai pusat percepatan
pertumbuhan ekonomi.

Kritik serupa juga dilayangkan oleh
Faisal Basri (Ekonom Universitas
Indonesia) dan Ahmad Erani Yustika
(Ekonom Universitas Brawijaya).
Menurut Faisal Basri (2013), MP3EI
jelas-jelas telah mempersempit pelaku
pembangunan sebatas pemerintah dan
dunia usaha, minus keterlibatan
koperasi. Unsur-unsur dari perguruan
tinggi, lembaga riset, dan organisasi
masyarakat sipil pun dikesampingkan
{Basri, 2013). Artinya, konsep MP3EI
memandang masyarakat sebagai obyek
pembangunan, bukan sebagai subyek
pembangunan. Dengan konsep seperti
ini, MP3EI berpotensi dijadikan sarana
bancakan atau pemburuan rente modal
kuno sebagaimana tumbuh subur di
masa Orde Baru (Basri, 2013).

Celakanya, sektor pertanian,
UMKM, dan koperasi, secara sistematis
sengaja ditinggalkan dalam MP3EI
karena fokus pembangunan
infrastruktur diorientasikan ke sektor
lain dan pelaku ekonomi yang dilirik
pun adalah pemodal besar seperti
BUMN, BUMD, dan korporasi besar

(Yustika, 2011). Tak heran jika Yustika
{2013) melihat MP3EI kurang memiliki
relevansi dengan kebutuhan
pembangunan saat ini. Alasannya,
MP3EI kurang memberikan perhatian
pada penguatan struktur dan pelaku
ekonomi domestik seperti koperasi,
UMEKM, dan lain-lain (Yustika, 2013).

Sejumlah kasus pun mencuat terkait
proyek-proyek MP3El, seperti kasus
Weda Bay dan Merauke Integrated
Food and Energy Estate (MIFEE).
Dalam kasus Weda Bay, Laporan
Sementara Non-Judicial Human Rights
Redress Mechanisms Project (2013)
menemukan beberapa hal penting,
yakni (i) komunitas suku Sawai dan
Tobelo Dalam yang terkena dampak
dari proyek PT. Weda Bay Nickel
sampai saat ini belum diberikan hak
atas konsultasi atau hak atas
persetujuan terlebih dahulu yang
sungguh-sungguh, tanpa paksaan dan
disertai dengan penyediaan informasi
yang cukup, sebagaimana diwajibkan
dalam standar hak asasi manusia
internasional dan standar IFC; (ii) ganti
rugi yang telah ditawarkan kepada
komunitas untuk membebaskan hak
atas tanah tidak layak dan tidak sesuai
dengan norma-norma internasional;
(ili) komunitas terdampak tersebut
belum mempunyai akses yang
memadai terhadap mekanisme
pengaduan yudisial maupun non-
yudisial berkaitan dengan keluhan
mereka; dan (iv) hak-hak ulayat mereka
atas tanah adat kurang dihormati.

Sementara terkait kasus MIFEE,
Maria SW Sumardjono, Guru Besar
Hukum Agraria Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada, menyebut
proyek ini berbenturan dengan
kepentingan sosial ekonomi
masyarakat hukum adat (MHA)
setidaknya dalam tiga hal (Komgpus,
27/09/2013).
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Pertama, hilangnya sumber
kehidupan masyarakat hukum adat, di
samping tingkat pendidikan yang
rendah dan tiadanya keterampilan
mengakibatkan mereka tersingkir dari
sektor pertanian berbasis pasar.

Kedua, terbatasnya tenaga kerja
dari MHA mengharuskan perusahaan
mendatangkan tenaga kerja dari luar
Papua, yang membuat mereka kian
tersingkir dari akses terhadap sumber
daya ekonomi. Terakhir, peluang
ekonomi yang besar untuk
memperoleh jabatan dalam perusahaan
ataupun pemerintahan setempat lebih
mudah diraih orang luar Papua yang
memiliki akses ekonomi dan akses
politik.

Berpijak dari paparan di muka,
uraian ini selanjutnya hendak
mendiskusikan suatu telaah kritis
tentang MP3EI dari sudut pandang hak
asasi manusia. Pengkajian MP3EI
dalam perspektif HAM mendesak
dilakukan mengingat sejumlah
penelitian yang terkait dengan MP3EI
belum menempatkan isu HAM sebagai
pusatanalisisnya.

Padahal, masalah kemiskinan,
kesenjangan, dan eksklusi sosial juga
merupakan masalah yang serius dalam
perspektif HAM. Dalam konteks ini,
masalah-masalah tersebut merupakan
gambaran tidak hadirnya Negara
dalam proses pembangunan. Atau
dalam perkataan lain, Negara
mengalami pelemahan dalam
melindungi, memenuhi, dan
menghormati HAM.

Di samping itu, HAM juga
merupakan tanggung jawab
Pemerintah seperti yang tecantum
dalam Konstitusi Negara Republik
Indonesia Pasal 28 1 yang menyatakan
bahwa perlindungan dan penegakan
HAM merupakan tanggung jawab
negara yang diatur dalam perundang-

undangan seperti disebutkan dalam
Pasal281ayat 5.

"Untuk menegakkan dan
melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak
asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan.”

Konferensi PBB tentang HAM
di Wina pada tahun 1993, juga
menegaskan hal ini bahwa
perlindungan dan pemajuan HAM
adalah tanggung jawab pertama
pemerintah sebagaimana disebutkan
dalam Deklarasi Wina.

“human rights and fundamental
freedoms are the birthright of all human
beings; their protection and promotion is the
first responsibility of Governments.”

Dalam perspektif HAM, pemba-
ngunan, sebagaimana dinyatakan
dalam pembukaan Deklarasi PBB
Tahun 1986 tentang Hak atas
Pembangunan, dimaknai sebagai
sebuah proses ekonomi, sosial, budaya,
dan politik yang komprehensif,
bertujuan pada peningkatan kesejah-
teraan secara berkelanjutan bagi semua
individu maupun seluruh masyarakat
atas dasar partisipasi aktif, bebas dan
bermakna dalam pembangunan
termasuk memperoleh pemerataan
manfaat atau hasil dari proses tersebut.

Deklarasi Hak atas Pembangunan
juga menyatakan bahwa pembangunan
adalah HAM. Pasal 1 menyatakan
bahwa hak atas pembangunan adalah
HAM yang tidak dapat dicabut karena
melekat pada setiap pribadi manusia
dan semua orang berhak untuk
berpartisipasi dalam, berkontribusi,
dan menikmati pembangunan
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ekonomi, sosial, budaya dan politik, di
mana semua HAM dan kebebasan
fundamental dapat direalisasikan
sepenuhnya (OHCHR, 2002),

B. PERTANYAAN PENELITIAN
DAN USAHA UNTUK
MENJAWABNYA

Telaah ini menggunakan
pendekatan pembangunan berbasis
HAM sebagai pisau analisis dalam
membedah MP3El. Secara umum,
tulisan ini ini ditujukan untuk
menjawab persoalan berikut: 1)
Sejauhmana MP3EI berkontribusi
dalam perwujudan secara penuh HAM
di Indonesia? 2) Apakah kandungan
pokok MP3EI, baik di dalam proses
perumusan, pelaksanaan, dan tata
kelolanva sejalan dengan prinsip-
prinsip HAM? 3) Apakah skema
pembangunan model MP3EI dapat
mengakomodasi kelompok-kelompok
yang kurang beruntung, seperti
kelompok rentan dan termarjinalkan?

Beberapa pertanyaan tersebut
menjadi titik tolak tulisan ini untuk
menelaah secara kritis sejumlah
persoalan MP3EI sebagai program
pembangunan dalam kerangka
pembangunan berbasis HAM. Oleh
karena itu, tinjauan ini menggunakan
metode kualitatif dengan menggunakan
pendekatan deskriptif yang ditekankan
pada studi kasus MP3EL Pendekatan ini
dipilih karena penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan sejauh mana
MP3EI sejalan dengan prinsip dan
standar pembangunan berbasis HAM.

Karena itu, penelitian ini akan
menyajikan data dari sumber yang bisa
dipertanggungjawabkan validitasnya
untuk menjelaskan konteks sosial,
ekonomi, dan politik dari MP3EL
Pendekatan ini juga digunakan karena

belum banyak hasil penelitian yang
mengkaji MP3EI dalam perspektif
HAM.

Untuk menggali data, fakta, dan
informasi, penelitian ini mengumpul-
kan data-data primer maupun sekunder
dari berbagai lembaga, narasumber,
dan informan yang ada di wilayah obyek
penelitian. Data primer diambil melalui
wawancara mendalam, diskusi
kelompok terfokus, dan observasi
lapangan. Sementara itu, pengumpulan
data sekunder dilakukan melalui studi
literatur terhadap karya-karya peneliti-
an sebelumnya yang dipublikasikan,
buku-buku, jurnal, dan data statistik
resmi dari lembaga pemerintah dan
internasional yang membahas isu-isu
seputar HAM, pembangunan, dan
keadilan sosial. Pengumpulan data
sekunder juga akan dilakukan melalui
dokumentasi yakni melalui berbagai
gambar dan dokumen yang

berhubungan dengan fokus kajian.

C. PEMBAHASAN
1. Konsep Pembangunan Berbasis

HAM

Pembangunan berbasis HAM, baik
teori maupun praktik, merupakansalah
satu pencapaian terpenting dalam
perjuangan mempertahankan
universalitas HAM. Terdapat sejarah
panjang dalam mempromosikannya.
Kita bisa menelusuri sejarah
perkembangan konsep dan agenda
kebijakan pembangunan berbasis HAM
pada dinamika yang terjadi di akhir
tahun 1990-an, vaitu ketika para
ilmuwan dan aktivis IHHAM mulai fokus
pada kemiskinan global. Mereka
khawatir bahwa tatanan global yang
berkembang tidak cukup melindungi,
dan memenuhi HAM, sehingga mereka
mulai mengkaji secara serius HAM agar
bisa menjadi pusat bagi tujuan dan
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sarana proses pembangunan. Konteks
inilah yang mendasari lahirnya
pembangunan berbasis HAM, yang
intinya yaitu nilai-nilai dan standar
universal HAM harus mendasari
pembangunan, baik proses maupun
hasilnya. Sehingga, substansi dari
tujuan mulia pembangunan yang
hakiki dapat terwujud secara
manusiawi melalui pendekatan ini.

Perhatian terhadap pembangunan
berbasis HAM sebenarnya sudah
tumbuh sejak akhir Perang Dingin,
yang kemudian membuka jalan bagi
komunitas HAM di Barat untuk lebih
memperhatikan hak-hak ekonomi dan
sosial (Ferguson, 2011: 2; Fukuda-Parr,
2007). Pertumbuhan pesat gerakan civil
society di seluruh dunia dan jaringan
global mereka selama ini juga
merupakan faktor utama
meningkainya perhatian terhadap
HAM. Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) berikut organisasi-organisasi
maupun beberapa tokohnya memiliki
peran besar dalam memperjuangkan
masuknya “agenda HAM" ke dalam
pembangunan internasional (Jousson,
2002: 6 dan9).

Bila kita merunut perkembangan
pemikiran HAM dalam pembangunan
bisa dirunut pada beberapa tonggak
penting gerakan HAM, seperti
Deklarasi Philadelphia saat Konferensi
Buruh Internasional tahun 1944,
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(1945), dan Deklarasi Universal HAM
(1948). Bahkan, dalam Deklarasi Hak
Atas Pembangunan 1986, pertautan
antara hak asasi manusia dengan
pembangunan menjadi lebih
gamblang. Deklarasi ini menyatakan
dengan tegas bahwa hak atas
pembangunan merupakan hak yang
tidak dapat dicabut dengan dasar
bahwa setiap individu dan seluruh
umat manusia memiliki hak untuk

berpartisipasi, berkontribusi, dan
menikmati hasil pembangunan
ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Selanjutnya, Deklarasi dan Program
Aksi Wina tahun 1993 mengamanatkan
agar pemerintah mengintegrasikan isu
hak asasi manusia dalam setiap
kebijakan dan program di semua lini.
Pertautan antara hak asasi manusia dan
pembangunan juga ditegaskan kembali
dalam Deklarasi Copenhagen tahun
1995 tentang pembangunan sosial,
Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing
tahun 1995 tentang kelompok rentan
(perempuan dan anak-anak), dan
Deklarasi Kairo tahun 1994 tentang
populasi dan pembangunan.

Dengan kata lain, pembangunan
berbasis HAM merupakan inovasi yang
dibangun melalui proses sejarah yang
panjang terkait upava untuk
menciptakan praktik yang sepenuhnya
menggabungkan bidang HAM dan
pembangunan. Harapannya adalah
bahwa dengan membangun
masyarakat sipil, perubahan sosial akan
lebih sadar konteks dan dampaknya
lebih bertahan lama. Pembangunan
berbasis HAM merestrukturisasi
masalah dunia, ia membawa
pandangan yang lebih unik mengenai
masalah dan tantangan global. Hal ini
memungkinkan munculnya ruang
untuk pengeksplorasian dan
pendefinisian ulang konsep-konsep
HAM dan pembangunan (Moore, 2013:
2-3;Hunter, 2012: 81).

Sehingga, kita harus memahami
bahwa munculnya pembangunan
berbasis HAM baru-baru ini sebagai
bagian dari permintaan yang didorong
oleh keprihatinan terhadap kemiskinan
global yang merendahkan kebebasan
dan martabat manusia, dan juga
sebagai masalah ketidakadilan, Tidak
seperti analisis ekonomi mengenai
kemiskinan yang menekankan kinerja
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ekonomi yang buruk, kurangnya
sumber daya atau kebijakan yang tidak
memadai sebagai penyebab
kemiskinan negara, Pembangunan
berbasis HAM menekankan adanya
upaya yang terstruktur dan sistematis
dalam mengurangi ketimpangan
distribusi kekuasaan dan kekayaan
dalam dan antar negara (Fukuda-FParr,

2007).

a) Nilai Tambah Pendekatan
Pembangunan Berbasis HAM
Konsep pembangunan berbasis

HAM merupakan antitesis konsep

pembangunan berbasis kebutuhan.

Dalam pendekatan berbasis kebutuhan,

strategi, kebijakan, dan program

pembangunan lebih ditujukan pada
memberi dan menyediakan pelayanan
untuk kebutuhan dasar. Dengan
demikian, masyarakat ditempatkan
sebagai penerima “bantuan” dan

Megara sebagai pemberi "bantuan”.

Dengan kata lain, strategi

pembangunan dalam konteks

pembangunan berbasis kebutuhan
merupakan “skema belas kasih” atau

"paket amal” dari Negara kepada

warga negara.

Dalam konteks pembangunan
berbasis kebutuhan, Negara dianggap
sudah melaksanakan kewajibannyajika
sudah melakukan sesuatu tanpa harus
menjamin ternikmatinya HAM
misalnya melalui maksimalisasi
sumber daya yang ada secara
berkelanjutan dan berarti. Kendati
pendekatan berbasis kebutuhan juga
mengakui pentingnya pelibatan
masyarakat dalam proses
pembangunan, namun pendekatan ini
tetap tidak menyentuh akar
permasalahan dalam proses
pembangunan karena partisipasi
masyarakat hanya dilihat sebagai

syarat pelengkap.

Disamping itu, pendekatan berbasis
kebutuhan tidak menjadikan akar
masalah dalam pembangunan seperti
paradigma kebijakan, kelembagaan,
peraturan, dan perundang-undangan
yang tidak berpihak pada perluasan
kemampuan dan kebebasan kelompok
rentan sebagai fokus perhatian dalam
strategi pembangunan. Karena itu,
tidaklah mengherankan jika bukt
empiris menunjukkan bahwa dampak
pendekatan ini terhadap pengentasan
kemiskinan dalam jangka panjang tidak
terlalu signifikan.

Pendekatan berbasis kebutuhan
juga tidak menjelaskan secara detail
pemangku tanggung jawab dan
kewajiban negara yang berimplikasi
pada tiadanya aturan hukum yang
mengikat dalam pemenuhan hak asasi
masyarakat. Akibatnya, hak-hak asasi
masyarakat acapkali rentan untuk
dilanggar oleh para pembuat kebijakan.
Disamping itu, pendekatan ini juga
memandang masyarakat terutama
orang miskin sebagai pihak yang pasif
sehingga mereka tidak perlu
ditingkatkan kesadaran dan
kemampuannya dalam menuntut hak-
haknya.

Sementara itu, pembangunan
berbasis HAM merupakan suatu
kerangka kerja konseptual untuk proses
pembangunan manusia yang secara
normatif didasarkan pada standar
HAM internasional dan secara
operasional diarahkan untuk
memajukan dan melindungi HAM
(OHCHR, 2006). Pendekatan
pembangunan berbasis HAM berusaha
untuk menganalisis kesenjangan yang
terletak di jantung masalah
pembangunan dan memperbaiki
praktik-praktik diskriminatif dan
distribusi kekuasaan yang tidak adil
yang menghambat kemajuan
pembangunan (OHCHR, 2006).
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Artinya, pembangunan berbasis HAM
menegaskan kembali bahwa
pembangunan meliputi banyak aspek.
Karena itu, pembangunan harus dilihat
sebagai proses vang komprehensif
meliputi aspek ekonomi, sosial,
budaya, hukum dan politik. Dengan
demikian, pendekatan pembangunan
berbasis HAM menuntut adanya
reorientasi dalam strategi
pembangunan ke arah strategi yang
lebih luas karena pendekatan ini
memandang pembangunan sebagai
aspek vang sangat kompleks dan
multidimensi.

Dari sini, tampak bahwa pendekatan
pembangunan berbasis HAM
merupakan kerangka kerja konseptual
vang mencoba mengintegrasikan
norma, standar, dan prinsip HAM ke
dalam proses pembangunan dengan
tujuan akhir dan sasarannya adalah
ternikmatinya HAM. Dalam konteks
ini, pendekatan pembangunan berbasis

HAM bukan hanva melihat pada
pertumbuhan ekonomi, atau kinerja
ekonomi makro semata, tetapi semua
aspelk seperti kesehatan, lingkungan,
perumahan, pendidikan, distribusi
sumber daya, dan peningkatan
kemampuan dan pilihan masyarakat
{Kochanowics, 2009),

Sementara itu, Ljungman
(2004) menggarisbawahi bahwa
pendekatan berbasis HAM pada
dasarnya mengerucut pada dua hal,
vaitu: (i) penguatan kapasitas
pemangku kewajiban dalam memenuhi
kewajibannya; dan (ii) pemberdayaan
pemegang hak dalam menuntut hak-
haknya. Ljungman (2004) juga
mengelompokkan pembangunan
berbasis HAM ke dalam tiga aspek
vang membedakan pendekatan
berbasis HAM dengan pendekatan
berbasis kebutuhan, yakni (i) basis
hukum; (ii) kerangka kerja normatif;
dan (iii) tujuan proses.

Gambar 1. Pembangunan Berbasis HAM
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Pada tingkat metodologis, strategi
pembangunan berbasis HAM
menekankan pada (1) proses
meningkatkan pemberdayaan
kelompok marjinal, (2) proses
peningkatan akuntabilitas pemangku
kewajiban, dan (3) tindakan kolaboratif
antara pemegang hak dan pemangku
kewajiban (Lankford dan Sano, 2010).
Oleh karena itu, pendekatan berbasis
HAM memandang partisipasi,
pemberdayaan kelompok rentan,
kesetaraan dan non-diskriminasi serta
akuntabilitas sebagai prasyarat mutlak
yvang tHdak bisa ditawar lagi dalam
proses dan strategi pembangunan.
Implikasinya, penikmatan atas hak
ekonomi, sosial dan budaya (ekosob)
diperlakukan sama pentingnya dengan
hak sipil dan politik (sipol).

Disamping itu, ada konsensus
yvang berkembang bahwa
penghormatan yang lebih besar
terhadap HAM akan menghasilkan
pembangunan ekonomi yang
menguntungkan secara lebih luas bagi
masyarakat (Abouharb dan
Cingranelli, 2007). Menurut Greedy
{2006), pendekatan berbasis HAM
memiliki 3 (tiga) komponen nilai
tambah.

Pertama, nilai tambah dari
pembangunan berbasis HAM dapat
dicari melalui penerapan langsung,
tidak langsung, dan strategis dari
hukum HAM. Kedua, pembangunan
berbasis HAM memberi nilai tambah
melalui re-cenfering negara dan
mempertanyakan kembali peran yang
tepat bagi negara dalam pembangunan
{melalui pelaksanaan dan
pengawasan), dan penyusunan strategi
keterlibatan dengan negara. Pada
konteks ini, negara memiliki kewajiban
pelaksanaan dan pengawasan. Kefiga,
dalam kaitannya dengan akuntabilitas,
pendekatan berbasis HAM memiliki

nilai tambah karena dapat meminta
negara melaksanakan tugasnya,
membangun kapasitas pemegang hak
dan pengemban-kewajiban, dan
mendorong jenis kepemilikan HAM
vang baru di kalangan organisasi non
pemerintah (Greedy, 2006).

b) Parameter-parameter Penting
Dalam kerangka pembangunan
berbasis HAM, setidaknya terdapat
delapan prinsip pokok yang dapat
dijadikan parameter penting
pelaksanaan pembangunan.

{1) Ruleoflmw

Rule oflaw sangatlah penting dalam
pembangunan berbasis HAM karena
nilai intrinsiknya yang
memberdayakan masyarakat (Uvin,
2004). Tanpa rule of law yang mengikat,
tidak akan ada klaim atas pelanggaran
HAM wang bisa dimenangkan oleh
masyarakat (Uvin, 2004). HAM harus
dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan yang kuat serta sistem
peradilan yang kompeten, tidak
memihak, dan independen untuk
memastikan bahwa hukum ditegakkan
secara adil dan diterapkan untuk semua
orang. Oleh karena itu, pembangunan
berbasis HAM mensyaratkan adanya
sistemn peradilan yang independen dan
dapat diakses oleh semua (Ljungman,
2004). Dengan demikian, strategi
pembangunan berbasis hak perlu
mempertimbangkan kondisi sistem
peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan
lembaga lainnya dalam penegakan

HAM (Ljungman, 2004).

(2) Universalisme dan tidak dapat dicabut
{universalism and inealienability)
Prinsip universalitas HAM berarti

bahwa setiap wanita, pria, dan anak

berhak untuk menikmati hak-haknya

karena derajat kemanusiaannya.
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Prinsip universalitas inilah yang
membedakan antara HAM dengan hak-
hak lainnya—seperti hak
kewarganegaraan atau hak dalam
perjanjian kontrak. Disamping itu,
HAM tHdak dapat dicabut dalam art
bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil
dari seseorang atau diserahkan secara
sukarela.

(3) Keutuhan dan kesalingtergantungan
(indivisability and inter-dependence)
Prinsip ketidakterpisahan dan

kesalingtergantungan hak-hak

menyiratkan bahwa ruang lingkup
pembangunan berbasis hak bersifat
menyeluruh karena definisi, konsep,
dan indikator kesejahteraan beragam.

Dalam konteks ini, hak sipil dan politik

diperlakukan sama pentingnya dengan

hak ekonomi, sosial, dan budaya

(Ljungman, 20(4). Prinsip ini tidak

berarti bahwa semua hak harus

dipenuhi sekaligus. Mekanisme
pengutamaan hak-hak tertentu
diperbolehkan jika hak-hak ini
memiliki nilai potensial yang dapat
membantu realisasi hak-hak lainnya
dan jupa tidak mengurangi tingkat
minimum realisasi hak-hak lainnya
(Ljungman, 2004).

(4) Non-diskriminasi dan keselaraan
(non-discrimination and equality)
Prinsip non-diskriminasi dan

kesetaraan merupakan aspek vang

paling mendasar dalam HAM. Prinsip
non-diskriminasi dan kesetaraan tidak
saja merupakan sumber dari hak-hak
kesetaraan yang substantif, namunjuga
penting untuk penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan HAM
lainnya secara penuh (Lankford dan
Sano, 2010).
Pasal 2 dari Deklarasi Universal HAM

(DUHAM) secara eksplisit
menyebutkan ruang lingkup prinsip
non-diskriminasi meliputi ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
aliran politk, bangsa, asal daerah,
kepemilikan, status kelahiran, dan
sebagainya.

"Everyone is entitled to all the rights and
freedoms set forth in this Declaration,
without distinction of any kind, such as
race, colour, sex, language, religion,
political or other opinion, national or social
origin, property, birth or other status.”

Selain DUHAM, Kovenan Hak
Sipil dan Politik (Sipol) Pasal 2 Ayat 1
dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (Ekosob) Pasal 2 Ayat 2 juga
memberikan penekanan yang sama
terkait prinsip-prinsip non-
diskriminasi dan kesetaraan
(Balakrishnan dan Elson, 2008).

Dalam konteks pembangunan
berbasis HAM, prinsip-prinsip tersebut
menjadi kriteria dasar dalam
mendesain program, kebijakan, dan
bahkan menjadi tolok ukur dalam
menilai keberhasilan sebuah program
dan kebijakan pembangunan (Hamm,
2001). Prinsip non-diskriminasi dalam
pembangunan berbasis HAM juga
memberikan perhatian secara khusus
terhadap kelompok-kelompok yang
sering dirugikan dan terpinggirkan
dalam pembangunan seperti orang
miskin, perempuan, dan anak-anak
(Hamm, 2001; Ljungman, 2004).

{(5) Partisipasi (participation)
Partisipasi merupakan prinsip
operasi kunci dari kerangka kerja
HAM. Artinya, prinsip partisipasi
merupakan fondasi dari beberapa nilai
HAM yang paling utama (Lankford dan
Sano, 2010). Menurut Lankford dan
Sano (2010), partisipasi bisa dianggap
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sebagai alat yang relevan untuk
pemenuhan hak-hak lainnya.

Selain itu, partisipasi tergantung
pada pemenuhan hak-hak lainnya,
seperti hak atas pendidikan, hak
kebebasan berekspresi, dan hak atas
informasi. Prakondisi lain bagi
partisipasi antara lain makanan vang
cukup, perumahan, dan keschatan.
Karena itu, diperlukan sistem
pemerintahan yang demokratis dan
masyarakat sipil yang kuat untuk
menjamin hak berpartisipasi
masyarakat dalam pembangunan
{Hamum, 2001).

Prinsip partisipasi dalam
pembangunan bermakna bahwa setiap
orang berhak berpartisipasi dalam,
berkontribusi terhadap, dan menikmati
pembangunan dalam semua aspek:
sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan
politik. Ia juga berarti bahwa semua
orang berhak berpartisipasi di dalam
masyarakat semaksimal potensi yang
mereka miliki. Prinsip ini, selanjutnya,
memerlukan langkah-langkah
pengawasan untuk memastikan
lingkungan mendukung rakyat untuk
mengembangkan dan
mengekspresikan potensi dan
kreativitas mereka secara penuh
{Ljungman, 2004).

Partisipasi tidak bisa diartikan
hanya sebagai kegiatan berkonsultasi
secara formal dengan masyarakat
untuk meningkatkan tingkat
penerimaan atas sebuah program dan
proyek. Sebaliknya, pembangunan
berbasis hak memandang partisipasi
sebagai hak dan isu yang paling penting
seperti non-diskriminasi.

Kegiatan partisipasi meliputi
mengarahkan, memiliki, mengelola,
dan mengendalikan perencanaan,
proses, hasil, dan evaluasi atas program

pembangunan yang bertujuan untuk
memperkuat klaim masyarakat

terhadap HAM beserta realisasinya
(Diokno, 2008; Hamm,2001).

(6) Pemberdayaan (empowerment)

Definisi pemberdayaan dalam
konteks pembangunan berbasis hak
ditarik dari relasi kekuasaan yang
terlibat dalam menegaskan tuntutan
dan penyadaran atas hak,
memengaruhi pembuatan keputusan
kelembagaan termasuk akuntabilitas-
nya, dan kepemilikan suara dalam
keputusan pembangunan yang
memengaruhi kehidupan seseorang
(Mukhopadhyay, 2004). Definisi ini
berimplikasi bahwa perhatian yang
sama diberikan dalam pengembangan
kapasitas dan pelibatan warga negara
dalam lembaga pembangunan supaya
program bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, Bank Dunia
mendefiniskan pemberdayaan sebagai
kebebasan pilihan dan tindakan.
Artinya, pemberdayaan dimaknai
sebagai proses peningkatan kontrol atas
sumber daya dan berbagai keputusan
yang memengaruhi kehidupan
seseorang,

Dengan demikian, dalam konteks
pembangunan ekonomi,
pemberdayaan merupakan sebuah
proses peningkatan sumber daya dan
kapasitas masyarakat miskin untuk
berpartisipasi, bernegosiasi,
memengaruhi, mengontrol, dan pada
akhirnya menuntut akuntabilitas dari
lembaga yang memengaruhi
kehidupan mereka.

Senada dengan itu, Amartya Sen
(1999) mengungkapkan pemberdayaan
sebagai manifestasi dari kebebasan
yang substantif. Bagi Sen (1999),
pemberdayaan merupakan kombinasi
dari kebebasan atas pilihan dan
tindakan untuk menilai dan mencapai

standar kehidupan yang diinginkan.
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Meski definisinya sangat beragam,
pengertian pemberdayaan secara
umum mengerucut pada usaha atau
proses untuk mengatasi ketimpangan
struktural yang memengaruhi
kelompok-kelompok sosial,
mengimbangi kekuasaan dan
meningkatkan kontrol atas
pengambilan keputusan dan sumber
daya yang menentukan kualitas hidup
individu. Pemberdayaan merupakan
bagian penting yang tak terpisahkan
dalam proses dan output
pembangunan.

{6) Akuntabilitas dan ‘ransparansi
{accountability and transparency)

Akuntabilitas merupakan kunci
dalam perlindungan dan pemajuan
HAM karena mekanisme akuntabilitas
menawarkan sebuah cara yang efektif
dalam penegakan hak (Uvin, 2004;
Lankford dan Sano, 2010). Prinsip
akuntabilitas merupakan konsekuensi
dari HAM yang bersifat entitlement.
Maka para pemangku kewajiban harus
melakukan perbaikan kelembagaan
dalam perlindungan HAM, dan agar
bisa mewujudkan akuntabilitas
(Fukuda-Parr, 2007:6). Prinsip
akuntabilitas tersebut berasal dari fakta
bahwa HAM mensyaratkan
tanggungjawab (duty), sementara
tanggungjawab mensyaratkan
akuntabilitas.

Dalam menuntut akuntabilitas para
pembuat kebijakan dan aktor-aktor lain
yvang tindakannya berdampak kepada
hak-hak rakyat, prinsip ini membuat
pembangunan bergeser dari wilayah
charity kepada kewajiban (Ljungman,
2004). Sementara itu, Uvin (2004)
menyebutkan bahwa mekanisme
akuntabilitas inilah yang memberikan
perbedaan mendasar antara
pendekatan berbasis HAM dengan

pendekatan berbasis kebutuhan dasar
(basic need approaches). Dalam konteks
pembangunan berbasis hak,
masyarakat tidak dipandang sebagai
pihak yang pasif sehingga program dan
kebijakan pembangunan cenderung
tidak bersifat karikatif (charity).

Lebih lanjut, prinsip akuntabilitas
diturunkan dari fakta bahwa hak
menuntut adanya kewajiban dan
kewajiban membutuhkan akuntabilitas
(Ljungman, 2004). Ljungman
menjelaskan bahwa akuntabilitas
mensyaratkan pemerintah sebagai
pemangku hukum dan kewajiban
untuk (i) bertanggung jawab atas
dampak yang ditimbulkan terhadap
masyarakat; (i) bekerjasama dengan
menyediakan informasi, melakukan
proses yang transparan dan
mendengarkan suara masyarakat; (iii)
merespon secara tepat terhadap
keinginan masyarakat (UNDF, 2000).

2. Kandungan Pokok MP3EI

a) Dasar Pemikiran MP3EI

MP3EI dibangun di atas asumsi
bahwa dengan pembangunan penataan
ruang yang tepat dan terkoneksi akan
meningkatkan efisiensi, menurunkan
biaya transportasi, dan selanjutnya
akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi. Hal ini dinyatakan secara
eksplisit dalam dokumen MP3EL

"Percepatan dan TPerluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
diselenggarakan berdasarkan
pendekatan pengembangan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi, baik
yang telah ada maupun yang baru.
Pendekatan ini pada intinya
merupakan integrasi dari
pendekatan sektoral dan regional.
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Setiap wilayah mengembangkan
produk vang menjadi
keunggulannya. Tujuan
pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi tersebut
adalah untuk memaksimalkan
keuntungan aglomerasi, menggali
potensi dan keunggulan daerah
serta memperbaiki ketimpangan
spasial pembangunan ekonomi
Indonesia.” (MTP3EI, hal. 31)

“Pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dilakukan
dengan mengembangkan klaster
industri dan Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK). Pengembangan
pusat-pusat pertumbuhan
tersebut disertai dengan
penguatan konektivitas antar
pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dan antara pusat
pertumbuhan ekonomi dengan
lokasi kegiatan ekonomi serta
infrastruktur pendukungnya.
Secara keseluruhan, pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dan
koneklivitas tersebut menciptakan
Koridor Ekonomi Indonesia.”
(MP3EL] hal. 31)

Kerangka pikir ini sebenarnya
berangkat dari konsep ekonomi
geografi baru yang dikembangkan oleh
Paul Krugman (1998). Teori ekonomi
geografi baru adalah konsep ekonomi
yang mencoba menjelaskan munculnya
aglomerasi-aglomerasi besar dan
implikasinya terhadap pembangunan
dengan menggunakan sudut pandang
keungpgulan komparatif geografi suatu
lokasi atau negara (Schmutzler, 1999).

Ekonomi geografi tidak lagi
melihat sumber daya alam yang
melimpah sebagai faktor utama dalam
pemilihan lokasi produksi oleh
perusahaan. Sebaliknya, teori ini

menekankan pentingnya aksesibilitas
pasar dan transportasi dalam
merangsang minat perusahaan
melakukan aktivitas ekonomi produktif
di suatu daerah.

Selanjutnya, ilustrasi kerangka
pikir dan mekanisme kerja ekonomi
geografi baru versi Krugman (1998)
sebagai berikut. Dalam konteks
ekonomi geografi baru, produsen
cenderung memilih lokasi produksi
yang bisa menghasilkan keuntungan
yang optimal. Lokasi produksi yang
menguntungkan itu adalah daerah atau
lokasi yang memiliki skala ekonomi
yang besar dan biaya transportasi yang
murah. Karena itu, teori ini
menekankan pentingnya sebuah
kondisi di mana tingkat pengembalian
terhadap skala meningkat (increasing
return to scalg), biaya transportasi
(tramsportation costs) yang rendah, dan
adanya keterkaitan antara perusahaan,
pemasok, dan konsumen (Schmutzler,
1999).

Dalam konteks ekonomi geografi,
konsentrasi aktivitas ekonomi
produktif sangat ditentukan oleh
besarnya kekuatan tarik menarik antara
daya sentripetal dan sentrifugal. Daya
sentripetal merujuk pada faktor-faktor
penarik yang memengaruhi
perusahaan dalam pemilihan daerah
basis produksinya. Sementara itu, daya
sentrifugal merujuk pada sejumlah
faktor yang menyebabkan perusahaan
bergerak menjauhi suatu lokasi
produksi.

Selanjutnya, ketika biaya
transportasi memainkan peran yang
penting, maka faktor determinan dalam
penentuan lokasi produksi barang
selanjutnya didasarkan pada jarak
tempuh antara tempat produksi barang
dengan pasar dan pemasok bahan baku
(Schmutzler, 1999). Apabila aktivitas
produksi telah terkonsentrasi pada
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beberapa daerah, kondisi ini akan
memancing faktor-faktor produksi
lainnya untuk bermigrasi ke daerah-
daerah tersebut. Akibatnya,
permintaan terhadap barang-barang
produksi kian meningkat yang pada
gilirannya akan meningkatkan tingkat
konsumsi di daerah tersebut. Di sisi
lain, perusahaan vang beroperasi di
daerah yang memiliki populasi yang
besar dan akses pasar yang lebih baik,
ketika biaya transportasi rendah, maka
perusahaan akan mampu
membayarkan upah yang lebih tinggi.

Namun, terkonsentrasinya
aktivitas produksi pada daerah-daerah
tertentu juga dapat menjauhkan minat
perusahaan lain untuk berinvestasi di
kawasan tersebut. Hal ini merupakan
bentuk kekuatan sentrifugal yang pada
dasarnya merupakan aspek
eksternalitas negatif (tidak ekonomis)
dari keberadaan industri-industri di
kawasan tersebut. Dampaknya mulai
dari peningkatan harga sewa tanah,
perumahan, kepadatan penduduk
hingga persoalan kemacetan dan
degradasilingkungan.

Inilah alasan mengapa dalam
jangka panjang MP3EI secara
konseptual belum tentu bernilai positif.
Alasannya, keuntungan aglomerasi
bisa saja bernilai negatif atau mungkin
nol, tergantung pada kondisi awal
(initial condition) sualu negara atau
daerah, Terkait dengan hal itu, Gunnar
Myrdal, dalam buku The Asian Drama:
An Enguiry Into the Poverty of Nations
(1972), telah lama menekankan
pentingniya penyiapan prasyarat sosial,
ekonomi, dan kelembagaan dalam
proses pembangunan. Menurut
Myrdal, kegagalan pembangunan di
negara-negara berkembang pada
umumnya dipicu oleh diabaikannya
kelemahan strukur sosial, ekonomi, dan
politik dengan menganggap initial

condiion-nya sama atau kurang lebih
sama dengan yang diasumsikan dalam
model-model pembangunan di negara
maju.

Selain itu, konsep teori ekonomi
geografi baru juga belum dibangun di
atas landasan empiris yang kuat.
Meskipun telah banyak hasil-hasil
penelitian yang menggunakan teori ini,
namun masih perlu diuji secara lebih
mendalam (Schmutzler, 1999).
Kelemahan mendasar dari teori
ekonomi geografi baru adalah
kecenderungan untuk fokus pada apa
yang lebih mudah untuk dibuat model
matematika daripada hal-hal yang
mungkin paling substansial dalam
praktik-praktik pembangunan
ekonomi (Krugman, 2000). Menurut
Schmutzler (1999), hasil-hasil
penelitian yang ada pada umumnya
menggunakan wvariasi model Dixits-
Stiglitz dimana isu-isu yang penting
dalam pembangunan regional sulit
untuk diintegrasikan ke dalam model
tersebut. Konsekuensinya,
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan
pada akhirnya kurang bisa
dipertanggungjawabkan,

Meskipun demikian, inti
persoalannya bukan hanyva masalah
konsep dan asumsi di balik teori
ekonomi geografi baru tersebut,
melainkan implikasinya terhadap
HAM. Dari sudut potensi dampak, teori
ini belum memperhitungkan dampak
sosial dan lingkungan dari perubahan
geografi ekonomi (World Development
Report, 2009). Menurut World
Development Report (2009), konsep
ekonomi peografi baru lebih
difokuskan untuk mengupas
keuntungan ekonomis yang akan
didapatkan dari aglomerasi, migrasi,
dan spesialisasi. Sementara itu, potensi
kian meningkatnya kesenjangan sosial
dan kemiskinan akibat menurunnya
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kualitas lingkungan sebagai dampak
dari perubahan geografi ekonomi tidak
terlalu diperhitungkan dalam teori
ekonomi geografi baru (Harvey, 2009).
Karena itu, tidaklah mengejutkan jika
MP3El menyimpan sejumlah persoalan
yang sangat serius dimana hasil
akhirnya akan berupa kerusakan
lingkungan, ketimpangan sosial
ekonomi, ekslusi sosial, dan
kemiskinan.

b) TuojuandanSasaran MP3EI

MPP3El menggunakan pencapaian
pertumbuhan ekonomi yang tinggi
sebagai target dan sasaran utama.
Perumus MP3El mengasumsikan
bahwa dengan pertumbuhan ekonomi
yvang tinggi dan berkelanjutan,
Indonesia akan menjadi negara maju
pada 2025. Untuk mencapainya,
proyek-proyek MP3El diharapkan
dapat memacu pertumbuhan ekonomi
riil nasional sebesar 6,4 - 7.5 persen
pada periode 2011-2014, dan sekitar
8,0-9,0 persen pada periode 2015-2025.
Karena itu, strategi pembangunan yang
ditekankan adalah strategi
pembangunan yang berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks MP3EI,
keberhasilan pembangunan diukur
dari banyaknya putput barang dan jasa
yang dihasilkan dengan menggunakan
indikator level dan tingkat
pertumbuhan Produk Domestik Bruto
{(PDB). Perumus MP3EI beranggapan
bahwa dengan memacu pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan cepat akan
menurunkan angka kemiskinan. MP3EI
juga berangkat dari pemikiran bahwa
kepemilikan pribadi (private cumership)
dan persaingan pasar merupakan
mekanisme vang terbaik untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi yang

tinggl.

Jadi, orientasi pembangunan tidak
banyak mengalami pergeseran kendati
rezim Orde Baru sudah runtuh.
Padahal, resep pembangunan ekonomi
tersebut terbukti menghasilkan krisis
yang mendalam. lronisnya,
pembangunan ekonomi nasional tetap
berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi yang bersifat elitis. Dasar
pemikirannya adalah mengejar
pertumbuhan ekonomi yang tinggi
terlebih dahulu, setelah itu akan ditata
ulang mekanisme pendistribusiannya
sehingga kue pertumbuhan ekonomi
kelak akan bisa dinikmat oleh semua
pihak. Pertumbuhan ekonomi
didahulukan dan dinilai lebih tinggi
daripada pemerataan dan atau
peningkatan kapabilitas pelaku
ekonomi nasional.

Konsekuensi logis dari asumsi ini
jelas menyimpan sejumlah bahaya dan
implikasi yang serius terhadap
penikmatan HAM. Secara teknis, PDB
hanya mengukur output. PDBE juga
hanya mengukur jumlah barang dan
jasa yang diproduksi dalam suatu
negara tanpa membedakan apakah
barang dan jasa tersebut diproduksi
oleh perusahaan nasional atau asing
(Fioramonti, 2013). Selain itu, PDB juga
memasukkan unsur-unsur yang
mengancam kualitas hidup manusia
seperti polusi, kemacetan, kerusakan
hutan, penurunan kualitas air, dan lain-
lain. Artinya, indikator ini bukan
merupakan indikator kesejahteraan,
pembangunan manusia, atau
pembangunan berkelanjutan {(Gadrey,
2004). Hal ini dipertegas lagi pengakuan
dari Perkins (2004) yang mengatakan

", .. the growth of GNP may result even
when it profits only one person, such as
an individual who owns a utility
company, and even if the majority of the
population is burdened with debt. The
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rich get richer and Hie poor grow poorer,
Yet, from a skatistical standpoint, this is
recorded as econontic progress,”

Artinya, MP3EI telah keliru
menafsirkan pertumbuhan ekonomi
sebagai target dan sasaran utama
FETEHEEHEHH pemhangunan karﬂ'ﬂ.ﬂ.
PDB pada dasarnya bukanlah indikator
untuk menilai kesejahteraan, Simon
Kusnetz, perumus pertama PDB
Amerika Serikat pada 1934, telah
mengingatkan bahwa pendekatan PDB
sebaiknya tidak digunakan oleh
negera-negara miskin vang struktur
perekonomiannya masih didominasi
oleh sektor informal (Fioramonti, 2013).
Alasannya, keakuratan penghitungan
PDE mensyaratkan struktur produksi
vang bisa dinilai dengan harga pasar
(market based economic function).
Sementara itu, struktur perekonomian
Indonesia masih didominasi oleh sektor
informal dan sistem pertanian yang
masih subsisten (subsistence farmning)
dengan nilai keekonomian vang tidak
selalu berbasis pasar.

Hal ini tergambar pada tabel 2. Data
dalam tabel tersebut bersumber dari
laporan 155 (Informal Sector Survey)
tahun 2009 dengan karakteristik dasar
angkatan kerja vang merujuk pada
laporan Sakernas tahun 2009, Survei 155
tersebut dilakukan di provinsi DI
Yogyakarta dan Banten. Terlihat bahwa
kontribusi sektor informal dari sektor
pertanian terhadap GDFP pada DI
Yogyakarta dan Banten memiliki
persentase yang cukup besar yaitu
B8.95 persen dan 8743 persen, Kondisi
ini memberikan gambaran  bahwa
sektor informal dari sektor pertanian
masih menjadi salah satu basis ekonomi
diIndonesia.

M Yogyakarta

Pertanian 0.7024% 54652953 1185 B8.95

Mon Pertanian 15270741 9800,127 T205 7.9
Banten

Pertanian TAM656 HE0Z43 1257 BT 43

Non Pertandan %6 258,953 255W1L324 F900 210

Sarmtber: Cowntry Report, The [nformal Sector and
Infornnl Emvplowmen t in Dedonesie, BFS 2010

Terkait dengan hal itu, Amartya
Sen, Joseph Stiglitz, dan Jean-Paul
Fitoussi, dalam laporan vang bertajuk
Report by the Commission on the
Measurement of Economic Performance
and Social Progress (2009) menekankan
pentingnya keakuratan indikator untuk
menghindari terjadinva distorsi
kebijakan dengan menyatakan

“What we measure affects what we do;

and if our measurements are flawed,

decisions maybe distorted_........"

Laporan tersebut juga
mempertanyakan keakuratan PDB atau
indikator agregat lainnva sebagai
indikator kesejahteraan. Hal ini
termaktub dalam pernyataan berikut.

"When there are large changes in

inequality (nore gemmﬂy a clumge i

income distribution) gross domeskic

product (CDP) or any other aggregate
compufed per capita may not provide
an accurate assessment of the situation
inaohich most people find themselpes. If
inequality increases encugh relative to
the increase In average per capilal
GDP, most people can be worse off even
Hhowgh average income is increasing.”

Hal ini menunjukkan bahwa
dengan menggunakan definisi, target
dan sasaran yang keliru, maka proyek-
proyek MP3EI berpotensi
menimbulkan biayva ekonomi, sosial,
dan lingkungan vang tinggi.
Implikasinya, alih-alih memperluas
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Tidaklah mengherankan jika dokumen
MP3El didominasi sejumlah proyek
pembangunan infrastruktur fisik yang
ambisius meski mengandung biaya
sosial dan lingkungan yang tinggi.

Sejalan dengan itu, atas nama
perbaikan iklim investasi, pemerintah
akan memberikan fasilitas berupa
kelonggaran-kelonggaran di bidang
perpajakan dan jaminan keamanan
investasi. Dalam konteks ini, pajak dan
upah diubah menjadi insentif investasi.
Pajak dan upah tidak lagi berfungsi
sebagai instrumen redistribusi kue
pembangunan. Sebaliknya, pajak
dimodifikasi secara halus sehingga
tanpa disadari pajak telah berubah
wujud menjadi katalisator perluasan
kepentingan pebisnis kelas menengah-
atas.

Kondisi ini akan membatasi
kapasitas negara untuk meningkatkan
pendapatan melalui perpajakan, baik
dari sumber domestik maupun modal
asing (Oxfam, 2000). Hal ini akan
menggangu kemampuan pemerintah
di negara-negara miskin untuk
membuat investasi yang penting dalam
pelayanan sosial dan infrastruktur
ekonomi di mana kesejahteraan
manusia dan pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan banyak tergantung
dari pemasukan pajak (Oxfam, 2000).
Hal ini juga memberikan perusahaan
multinasional sebuah keuntungan
kompetitif namun tidak adil bagi
pelaku ekonomi domestik terutama
usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM). Kompetisi pajak dan
ancaman berupa relokasi, secara tidak
langsung telah memaksa negara-negara
berkembang untuk menerapkan tarif
pajak penghasilan korporasi yang
semakin rendah pada investor asing
(Oxfam, 2000).

Sementara itu, kebijakan
ketenagakerjaan diarahkan supaya
tenaga kerja lebih ramah pada investor
dan tidak menjadi tukang tuntut hak.
Tak hanya itu, regulasi dan peraturan
perundang-undangan pun direkayasa
sedemikian rupa dengan prinsip de-
bottlenecking dan perbaikan iklim
investasi. Pertumbuhan ekonomi
adalah segala-galanya meski
pertumbuhan tersebut hanya dinikmati
kelompok-kelompok tertentu dan
risikonya berupa kemiskinan,
ketimpangan ekonomi, kerusakan
lingkungan, konflik agraria, dan lain-
lain. Pada akhirnya, pelanggaran HAM
pun menjadi kian masif dengan pola
dan pelaku yang semakin beragam.
Karena itu, MP3EI tidak saja keliru
dalam menafsirkan hakikat negara
maju, mandiri, adil dan makmur namun
juga berdiri di atas kerangka konseptual
yang rapuh dan inkonstitusional.

Hal ini mengindikasikan bahwa
program MP3EIl sebenarnya
merupakan sebuah kebijakan dan
praktik percepatan dan perluasan
perdagangan (pebisnis besar) yang
diterjemahkan menjadi pembangunan
ekonomi. MP3EI lebih mengakomodasi
kepentingan pebisnis besar melalui
megaproyek infrastruktur seperti jalan
tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api
barang, dan lain-lain. Harvey (2010)
menegaskan bahwa model
pembangunan seperti ini pada
dasarnya tak lain merupakan
pembangunan bisnis dengan semangat
memfasilitasi kepentingan para
pebisnis ketimbang membangun
kapabilitas ekonomi masyarakat. Secara
makro, ekonomi memang terlihat
tumbuh, namun akan mengorbankan
petani kecil, buruh tani, dan tenaga
kerja yang tidak terampil (Harvey,
2010).
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Hal ini menunjukkan bahwa
MP3El memang dirancang untuk
mengurangi inefisiensi yang dihadapi
para pebisnis ketimbang masyarakat
level bawah. MP3EI tidak saja
mengabaikan rapuhnya fondasi sosial-
ekonomi dan kelembagaan nasional
saat ini, tetapi juga tak memiliki
kepekaan terhadap kebutuhan
masyarakat menengah ke bawah akan
infrastruktur dasar untuk
meningkatkan penghasilan, kapabilitas
dan produktivitas, serta mengurangi
inefesiensi pergerakan ekonomi
mereka. Bersamaan dengan ituy,
dimensi partisipasi, transparansi, dan
akuntabilitas juga diabaikan. Namun
pengamat ekonomi John Perkins
menengarai hal tersebut bukan sesuatu
yang aneh. Menurut Perkins (2004),
aspek yang harus disembunyikan dari
provek-proyek konstruksi dan
infrastruktur ialah membuat laba
sangat besar untuk para kontraktor,
dan membuat bahagia beberapa gelintir
keluarga dari negara-negara penerima
utang yang sudah kaya dan
berpengaruh di negaranya masing-
masing.

Kerangka pikir seperti ini pada
dasarnya bukanlah sebuah terobosan
baru atau if is business as usual. Proses
transformasi ekonomi ala MP3EI
menyerupai perencanaan
pembangunan pada masa kolonial dan
Orde Baru. Pada era kolonial,
pembangunan infrastruktur ditujukan
hanya untuk memperlancar arus impor
dan ekspor sumber daya alam tanpa
rencana-rencana yang komprehensif
dan bervisi penguatan daya saing riil
pelaku ekonomi kerakyatan. Pada masa
itu, terutama pada era Sistem Tanam
Paksa, tidak diragukan lagi bahwa
produksi ekspor meningkat, tetapi atas
pengorbanan para petani dan buruh
tani. Hasilnya, selain menghasilkan

pericde kemakmuran pada 1830-an,
pembangunan pada masa itu juga
diikuti oleh serangkaian kelaparan
pada dekade 1840-an (van Zanden dan
Marks, 2012).

Hal yang sama dipraktikkan oleh
pemerintah Orde Baru Soeharto.
Cadangan minyak dan gas alam
dieksploitasi secara besar-besaran oleh
Orde Baru atas nama pembangunan.
Hak-hak komunitas lokal tidak saja
diabaikan bahkan seringkali dirampas
dan disingkirkan melalui proyek
pembangunan jalan tol, kawasan
industri, dan properti. Peran kelompok
rentan, marjinal, dan miskin dalam
perubahan kebijakan cenderung
diabaikan.

MP3El pun memilih peta jalan
yang kurang lebih sama. MP3EI lebih
menitikberatkan pada sisi
pertumbuhan ekonomi tanpa
menghiraukan meningkatnya jarak
kesenjangan sosial dan ekonomi yang
terjadi di tengah-tengah masyarakat
sebagai dampak dari kebijakan
pembangunan. Merujuk pada Skenario
Indonesia 2010 yang pernah diterbitkan
Komnas HAM pada tahun 2000, maka
strategi ini diibaratkan mengayuh
biduk retak di tengah pusaran
globalisasi karena ekonomi kembali
dipacu melalu pengurasan sumber
daya alam dan kekayaan menumpuk
pada segelintir orang tanpa perbaikan
dalam proses perumusan kebijakan
pembangunan, dan mengandung risiko
terulangnya krisis ekonomi 1997 /1998,
Jika ditelisik secara mendalam, terlihat
secara jelas bahwa dokumen MP3EI
lebih mengusung semangat wealth of
corporations ketimbang semangat a
wealth of nation. Semangat wealth of
corporations yang dirasionalisasikan
dengan teori geografi ekonomi baru
tersebut, tergambar secara eksplisit
baik dalam kandungan pokok, proses
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pembangunan ekonomi nasional,
MI'3EI justru akan kian memperburuk
ketimpangan pembangunan, eksklusi
sosial, dan kerusakan lingkungan.
Dengan demikian, MP3EI pada
akhirnya hanya akan menghasilkan
kesimpulan yang keliru tentang
kualitas pembangunan ekonomi.
Lagipula, kinerja pertumbuhan
ekonomi yang mentereng tidak selalu
mencerminkan kualitas pembangunan
suatu Negara. Pencapaian status negara
industri maju tidak akan banyak
artinya jika pencapaian status ini
disertai berbagai efek sampingan vang
negatif, seperti kemerosotan
lingkungan hidup, terkurasnya
sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui, serta ketimpangan sosial
ekonomi yang tajam yang mengandung
benih-benih untuk ketidakstabilan
poliik dan sosial yang mengganggu
pembangunan nasional dan keutuhan
persatuan bangsa (Thee Kian Wie,
1994).

Pengalaman di masa lalu juga
menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi tidak saja gagal untuk
mengatasi perscalan sosial dan
pergelakan politik, pertumbuhan
ekonomi justru menjadi penyebab
masalah sosial dan sumber pergolakan
politik. Ironisnya, MI3EI tetap melihat
pembangunan sebagai peningkatan
pendapatan nasional yang
diformulasikan dengan pencapaian
tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 6
- 7 persen selama kurang lebih 10 tahun
berturut-turut.

Berpijak dari pemaparan diatas,
maka tujuan dan sasaran
pembangunan dalam MP3El sudah
seharusnya dirombak total dengan
menggunakan paradigma dan
pendekatan yang menempatkan
manusia sebagai pusat dan subyek

pembangunan. Sen (1999) menyatakan
bahwa tujuan dan sasaran
pembangunan memerlukan pengujian
dan pengawasan secara mendalam
untuk mendapatkan pemahaman yang
lebih lengkap dari proses
pembangunan sehingga pembangunan
dimaknai tidak sebatas
memaksimalkan pendapatan atau
kekayaan. Implikasinya, pertumbuhan
ekonomi kurang relevan digunakan
sebagai indikator keberhasilan
pembangunan,

Dalam konteks inilah maka
pendekatan berbasis HAM menjadi
relevan untuk mengisi ruang-ruang
kosong dalam perdebatan
pembangunan yang hakiki.
Pembangunan dalam konteks HAM,
sebagaimana telah dipaparkan dimuka,
didefinisikan sebagai sebuah proses
ekonomi, sosial, budaya dan politik
yang komprehensif, yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan secara
berkelanjutan bagi semua individu
maupun seluruh masyarakat atas dasar
partisipasi aktif, bebas dan bermakna
dalam pembangunan termasuk
memperoleh pemerataan manfaat atau
hasil dari proses tersebut.

Proses pembangunan yang diakui
sebagai HAM adalah bilamana semua
HAM dan kebebasan fundamental
dapat sepenuhnya direalisasikan.
Pembangunan harus sejalan dengan
peningkatan kesejahteraan secara terus-
menerus sebagai wujud dari tujuan
pembangunan. Karena itu, percepatan
pertumbuhan ekonomi yang
mendorong kesenjangan sosial
ekonomi dan tanpa perbaikan dalam
pembangunan sosial tidak dibenarkan
dalam konteks pembangunan berbasis
HAM.

Senapas dengan itu, Dudley Seers
(1969), ekonom terkemuka Inggris,
jauh-jauh hari telah menegaskan bahwa
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tujuan pembangunan pada hakikatnya
bukanlah pertumbuhan ekonomi.
Menurut Seers, pembangunan sejatinya
bertujuan mengurangi kemiskinan,
ketimpangan, dan pengangguran.
Meskipun sebuah negara berhasil
mencapai pertumbuhan ekonomi yang
fantastis, namun jika kemiskinan,
ketimpangan atau pengangguran
memburuk maka pembangunan tetap
dianggap gagal.

Hal ini kemudian dipertegas oleh
Mahbub ul Haq, perumus Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut ul Haq (1995), perencanaan
pembangunan seharusnya menempat-
kan pembangunan manusia sebagai
tujuan dan sasaran akhir pemba-
ngunan. Hal ini berarti bahwa investasi
modal bukanlah tujuan akhir dari
pembangunan. Menuruinya, pening-
katan kesejahteraan manusia kurang
tepat jika diukur dengan pertumbuhan
ekonomi. Karena itu, perencana
pembangunan harus menempatkan
rumusan kebutuhan dasar manusia
sebagai prioritas utama sebelum
merumuskan aspek-aspek produksi
dan konsumsi dalam perencanaan
pembangunanekonomi (ul Haq, 1995).

Bertolak dari beberapa argumen
di atas, maka bisa dikatakan MP3EI]
telah keliru menafsirkan keberhasilan
pembangunan sebagai percepatan
peningkatan pertumbuhan ekonomi
karena pertumbuhan ekonomi
sebenarnya bukanlah indikator
kesejahteraan. Dengan menggunakan
indikator yang keliru dan tidak akurat,
maka MP3EI berpotensi menimbulkan
biaya sosial dan lingkungan yang tinggi
yvang akan mengancam penikmatan
HAM. Dengan demikian, dilihat dari
sisi tujuan dan sasarannya, MP3El
bukanlah sebuah kebijakan dan praktik
pembangunan yang senapas dengan
prinsip, norma, dan standar HAM.

3. Pelanggaran Prinsip-prinsip
Pembangunan Berbasis HAM

a) Pola Umum dan Mekanisme

Transmisi Pelanggaran

Indonesia memiliki potensi dan
modal dasar untuk bersaing dan
menjadi pemenang di pasar global.
Syaratnya, pemerintah harus berani
mengubah sudut pandangnya tentang
hakikat pembangunan, investasi,
industrialisasi, dan kemiskinan.

Alasannya, struktur sosial ekonomi
dan kelembagaan masyarakat
Indonesia berbeda dan jauh lebih
kompleks daripada negara-negara
industri maju ketika mulai membangun
ekonominya. Selain itu, pemerintah
juga perlu segera menyusun sebuah
strategi pembangunan yang berkualitas
dengan urutan kebijakan yang benar
dalam merespons persoalan-persoalan
struktural saat ini dan tantangan-
tantangan ke depan secara lebih
holistik, sisternatis dan berkelanjutan.

Sayangnya, argumen-argumen di
atas tidak terkonfirmasi dalam
dokumen MP3EL Visi pembangunan
berbasis HAM jelas tidak terlihat sama
sekali dalam dokumen tersebut.
Alasannya, strategi pembangunan
MP3El tetap menggunakan format
lama yakni berfumpu pada sektor-
sektor yang paling mudah menciptakan
pertumbuhan ekonomi. Model ini
dibangun di atas asumsi bahwa
pertumbuhan ekonomi merupakan
tujuan pokok pembangunan.

Di samping itu, MP3EI
mengasumsikan bahwa rendahnya
daya saing Indonesia disebabkan
buruknya kualitas infrastrukitur jasa
dan perdagangan. Implikasinya,
pertumbuhan ekonomi akan dipacu
melalui pembangunan sejumlah
proyek infrastruktur perdagangan dan
kawasan bisnis,
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perumusan, dan pelaksanaan, serta tata
kelola MP3EL Akibatnya, masyarakat
terutama kelompok rentan, miskin dan
marjinal akan kembali dikorbankan
untuk menjaga altar percepatan
perturmbuhan ekonomi tersebut.

Dengan kerangka kerja seperti itu,
MP3EI justru akan merusak makna
pembangunan itu sendiri sebagai
sebuah proses peningkatan martabat
manusia dan kesejahteraan
masyarakat, Bahkan, MP3EI berpotensi
mengulang proses penghancuran
kreatif sebagaimana yang telah
dipraktikkan pada era kolonial dan
rezim pertumbuhan ekonomi tinggi ala
Orde Baru. Karena itu, dampaknya
relatif mudah diprediksi, yakni tidak
akan mengurangi kemiskinan secara
signifikan. Sebaliknya, MP3EI akan
meningkatkan tensi konflik sosial dan
agraria, meningkatkan ancaman
penikmatan HAM, dan pada akhirnya
akan menurunkan kualitas
pembangunan ekonomi.

Kesemua itu menunjukkan bahwa
MP3EI tidak sejalan dengan prinsip dan
standar HAM. Oleh karena itu, tanpa
mengabaikan pentingnya
pertumbuhan ekonomi, konsepsi
pembangunan seharusnya bergerak
melampaui sekadar akumulasi
kekayaan, seperti mengidentifikasi
pembangunan dengan pertumbuhan
produk nasional bruto, kenaikan
pendapatan pribadi, industrialisasi,
kemajuan teknologi, atau modernisasi
sosial. Pembangunan, sejatinya,
merupakan sarana penghapusan
sumber-sumber utama ketidakbebasan
seperti kemiskinan, tirani, kurangnya
peluang ekonomi dan kerugian sosial
yang sistematis, dan intoleransi atau
tindakan negara vang terlalu represif

(Sen, 1999).

b) Temuan Khusus

{1} Non-diskriminasi dan
kesetaraan (non-discrimination
and inequality)

Jika dilihat sekilas terlihat bahwa
MP3EI merupakan dokumen dengan
visi pembangunan yang akan
meningkatkan daya saing masyarakat
di daerah-daerah yang tertinggal.
Namun, apabila ditelisik secara lebih
cermat dan mendalam, terlihat bahwa
MP3EI hanyalah dokumen yang berisi
daftar megaproyek yang penuh dengan
paradoks dalam komposisi nilai dan
alokasi investasi per koridor. Distribusi
investasi MP3EI tidak senapas dengan
prinsip non-diskriminasi dan
kesetaraan dalam HAM.

Hal ini terkonfirmasi dari data
nilai investasi sektor riil dan
infrastruktur per koridor. Dilihat dari
komposisi jumlah investasi per koridor,
nilai investasi di Koridor Ekonomi Jawa
sebesar Rp 2.136.785 miliar atau sekitar
40) persen dari total investasi di seluruh
koridor. Sementara itu, Koridor
Ekonomi Bali-Nusa Tenggara dan
Papua-Maluku nilai investasinya
masing-masing hanya Rp 210.311 miliar
(4 persen) dan Rp 585406 miliar (11
persen) dari total investasi yang
mencapai sekitar Kp 5.377.177 miliar.
Data tersebut setidaknya menunjukkan
secara sekilas bahwa tidak terlihat
provek berskala besar guna
mengurangi situasi dan kondisi yang
mendorong peningkatan ketimpangan
pembangunan antar wilayah.
Implikasinya, Pulau Jawa akan lebih
terintegrasi dengan dunia ketimbang
dengan kota-kota di Sumetera,
Kalimantan, apalagi dengan kawasan
Timur (Basri, 2013).
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Tabel 1. Nilai Investasi Sektor Rill dan Infrastruldur Seluruh Koridor Ekonomi MP3ET

Sumatera
Jawa
Kalimantin

Sulawes

Bali dan Nusa Tengeara

Papua-Kep. Maluku
Total

Sumber: Sekretariat KP3IE

Data di atas juga memperlihatkan
bahwa skema pembangunan MP3E]
tetap menempatkan Pulau Jawa sebagai
prioritas pembangunan, Artinya,
MP3El lebih memberikan perhatian
pada kawasan yang selama ini secara
infrastruktur memang sudah lebih baik.
Padahal, data BPS (2009) menunjukkan
bawah provinsi yang memiliki nilai
indeks infrastruktur dan pelayanan
publik terendah berada di luar Pulau
Jawa, yakni Sulawesi Barat, Kalimantan
Barat, Wusa Tenggara Timur, Lampung
dan Kalimantan Tengah. Dengan
komposisi investasi infrastruktur yvang
diskriminatif terscbut, maka rasanya
sulit mengharapkan MP3EI akan
mengangkat derajat pembangunan
ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

404053 57212 976,150
32345 1,513,740 2,136,785
280,962 165,610 446572

97,579 186785 284364
14045 70,266 210311
640142 121,364 585406

2447 285 2,929,692 5377477

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi
diprediksi kian eksklusif dan pada
gilirannya akan meningkatkan tingkat
ketimpangan antara Kawasan Timur
Indonesia (K11} dan Kawasan Barat
Indonesia (KBI). Padahal semangat
vang diusung dalam MP3EI sejatinya
untuk mengatasi perscalan
ketimpangan pembangunan wilayah
sebagaimana terlihat pada Gambar 8
tentang komposisi kontribusi regional
dalam pembentukan PDB mnasional.
Gambar tersebut menegaskan
bahwasanya perekonomian Indonesia
memang masih terpusat di Koridor
Jawa dan Sumatera dengan tingkat
kontribusi kedua koridor tersebut
mencapai 81 persen.

Gambar 1. Komposisi Kontribusi Regional dalam Pembentukan DB Nasional
(Persen) Fahun 2012
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Hal ini tentu mengundang tanda
tanya besar mengingat pulau-pulau di
luar Jawa seharusnya mendapatkan
perhatian yang lebih besar dalam
pembangunan infrastruktur. Tanpa
pembangunan infrastruktur yang
cukup dan memadai, KTI tetap akan
tertinggal dan terbelakang. Kalaupun
ada, pembangunan infrastruktur justru
lebih banyak di daerah yang
merupakan kawasan perhatian
investasi. Dengan demikian, proyek-
proyek MP3E] sebenarnya diarahkan
bukan untuk memperkuat struktur dan
daya saing pelaku ekonomi daerah
melainkan untuk memfasilitasi
pemodal besar yang akan berinvestasi
di lokasi-lokasi yang merupakan
Kawasan Perhatian Investasi (KFPI).

{2) Pemerataan (equity)

Secara konseptual, kesetaraan dan
pemerataan merupakan satu kesatuan
dan saling melengkapi dalam
pendekatan pembangunan berbasis
HAM kendati dalam beberapa konteks
dan definisi tidak sama. Menurut
Lankford dan Sano (2010), isu
pemerataan memiliki nilai intrinsik
yang kuat dan mendalam dalam
diskursus dan praktik pembangunan.
Alasannya, pemerataan memiliki
dampak yang serius terhadap
penurunan kesenjangan baik yang
bersifat struktural maupun yang
bersifat sisternik. Dan tingginya angka
kesenjangan sosial ekonomi akan
mengganggu derajat kualitas
pembangunan itu sendiri.

Karena itu, kesenjangan sosial
ekonomi tidak dibenarkan dalam
perspektif HAM. lronisnya, MP3EI
tidak melihat ini sebagai aspek vang
utama dalam proses pembangunan,
Sebaliknya, model pembangunan yang
diadopsi MP3El sebenarnya akan selalu
identik dengan peningkatan

ketimpangan sosial ekonomi.
Runtuhnya ekenomi Orde Baru yang
ditandai dengan krisis ekonomi yang
mendalam pada 1997/1998 telah
membenarkan argumen ini. Proses
pembangunan ekonomi selama masa
Orde Baru dan sesudahnya sebenarmya
telah memberi banyak pelajaran bahwa
orientasi pertumbuhan ckonomi yang
digerakkan oleh pemodal besar dengan
manajemen pembangunan yang
bersifat fop down dan memusat ternyata
hanya menghasilkan kesenjangan sosial
ekonomi.

Pada masa itu, wujud
pembangunan ekonomi sebenarnya
adalah sebuah proses penghancuran
kreatif (creative destruction) melalui
strategi penyingkiran dan perampasan
hak-hak kelompok rentan, marjinal, dan
masyarakat miskin atas sumber daya
dan hasil-hasil pembangunan.
Sungguhpun pertumbuhan ekonomi
bisa menekan angka kemiskinan dan
pengangguran, namun kondisi
ketimpangan selama periode Orde Baru
dan sesudahnya juga semakin
meningkat. Hal ini ditandai dengan
rasio ketimpangan pendapatan
penduduk daerah terkaya dan daerah
termiskin meningkat dari 51 (1971)
menjadi 6,8 (1983) dan 9,8 pada tahun
1997 (Kuncoro, 2013).

Pasca krisis, tren ketimpangan tak
kunjung membaik. Laporan tahunan
UNDP 2011/2012 mencatat bahwa
kemajuan ekonomi Indonesia tidak
merata di 33 provinsi. Kue nasional
yang dinikmati oleh kelompok 40
persen penduduk termiskin mengalami
penurunan dari 20,92 tahun 2002
menjadi 16,85 pada tahun 2011
(Kuncoro, 2013). Sebaliknya,
penurunan kue nasional yang
dinikmati kelompok 40 persen
penduduk termiskin justru diikuti oleh
kenaikan kue nasional yang dinikmati
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20 persen kelompok terkava dari 42,2
persen tahun 2002 menjadi 48,42 persen
tahun 2011 (Kuncoro, 2013).

Hal vang sama ditemukan oleh
Badan Pusat Statistik yang terlihat pada
gambar di bawah. Menurut BPS (2013),
tingkat ketimpangan pendapatan (rasio
Gini) pada 2002 baru 0,32, tapi pada
2011 telah melesat menjadi 0,41, Data
BPFS juga mencatat bahwa jumlah
provinsi dengan nilai rasio Gini diatas

rata-rata nasional dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan, Sebagai
perbandingan, jumlah provinsi dengan
nilai rasio Gini di atas nasional pada
2008 tercatat baru tiga daerah, yaitu DI
Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan
Papua. Pada 2012, naik dua kali lipat
menjadi enam provinsi antara lain DKI
Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara,
Gorontalo, Papua, dan Papua Barat.

Gambar 1. Indeks Gini Indonesia
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Kian tingginva ketimpangan
sosial ekonomi saat ini jelas bukan
perkara ringan. lronisnya, kondisi ini
tidak dipertimbangkan secara serius
oleh MP3ElI. MP3El tetap
menggunakan paradigma lama bahwa
ketimpangan ekonomi hanvalah
dampak residual dari proses
pertumbuhan ekonomi. Artinya,
ketimpangan ekonomi dipandang
sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari
dalam proses percepatan pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan ekonomi vang
tinggi nantinya akan menciptakan efek
menetes ke bawah (frickle down effect).
Karena itu, pembangunan akan tetap
dianggap berhasil jika ekonomi
tumbuh kendati ketimpangan sosial
ekonomi meningkat sebagaimana vang
terlihat pada gambar % dan 10 diatas.
Kedua gambar tersebut mengonfirmasi
bahwa pertumbuhan ekonomi vang
meningkat diikuti dengan peningkatan
tren ketimpangan sosial ekonomi dari

tahun 2002 sampai 2012, Hal ini jelas

menunjukkan bahwa buah dari strategi
pembangunan seperti MP3EI berupa
kesenjangan sosial ekonomi.

Selanjutnya, dilihat dari besarnya
nilai investasi yang dialokasikan untuk
mengurangi inefisiensi mobilitas,
peningkatan  pilihan dan kapabilitas
kelompok rentan, miskin, dan marjinal,
MP3El sebenarnya tidak memihak pada
kelompok tersebut. Akibat dari
kecenderungan seperti ini, MI'3EI jelas
tidak akan mengurangi ketimpangan
sosial ekonomi saat ini. Bahkan, angka
ketimpangan sosial ckonomi dan antar
ruang diprediksi kian meningkat
karena MFP3El pada kenyataannva
cenderung lebih memfasilitasi
kepentingan bisnis seperti vang terlihat
pada gambar 11. Porsi investasi untuk
kepentingan pebisnis mencapai 69.92
persen. Angka ini jauh di atas alokasi
investasi untuk kepentingan
masyarakat luas vang tercatal hanya
sebesar 30.08 persen.

Gambar 1.

Perbandingan Nilai Investasi untuk Bisnis dengan Masyarakat
(dalam Persen)

Masyarakat
30.08

Sumber; Lampiran Dokumen MP3E], data diclah
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Tabel 1. Persentase Nilai Investasi untuk Pebisnis

Karidor Korid Koridor Koridor Koridor Bali- Kordor

iy 3 Musa Papua-
Sumatera Jawa Kalimantan  Sulawesi Tenggara Matuku

Jalan Tal 5245 3.2 1257 253 4223 32.00
Jalan Non Tol 1.83 - 358 43 1.50 ile
Pedabuban, Faspel 191 5462 T3 LG - 36,19
Band ara 0,584 203 220 . b.bb oos
Kerela Api 1428 2hR 7.7 - /.0 -
SPAM &1PA . Lok oaln - - -
Jaringan Komputer 1145 a0 14.65 4899 9.33 19.74
Infrastruktur Energi* 032 153 - 912 .74 030
Irf:lp:leltrlntnn ) — ' ' i

Investasi lainnyva™ 0.63 16.38 . 073 - -

Sumber: Lampiran Dokumen MP3EL data diolah

Cafatan:

*: Pengeboran-Sumatera;L NG-Sulawesi, pengembangan wilayah kefa Tambang panas
bumi,

RUPTL (Pertamina), Lapangan Panas Bumi

**: Pembebasan lahan, Inner City, Pembangunan Infrastruktur Kota Baru Maja,
Peningkatan

Kapasitas Infrastruktur & Utility
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Tabel 1. Persentase Nilai Investasi untuk Masvarakat

Kaoridor
Sumatera

Koridor
Tawa

Korkdor Koridor Koddor Koridor
Kalimantan Sulswesl oo usd R
Tengyara Mk

falan Unum

Kareta Apl .45 A7 -

Kapal Penve hrntn_um 084 - -

e 2 03 - 343 .47
Berdungan, Waduk Kanal 027 0.1 1267 -

Saluran Irigasd £ 0.6
Infrastrukiur Listrk® 1588 29,606 A1 A5 ZAa 757 7.35

Sumber: Lampiran dokumen MP3EL data dielah

Catatan:

*: PLTU, PLTT, PLTA, PLTBS, PLTM, PLTS, PLTG, PLTGU, Transmisi Listrik, Power
Plant, Pengembangan hydro skala besar, infrastruktur dan utility pembangkit listrik

relabuban dan vencadaan air bersih

Selain itu, MP3EI juga cenderung
lebih memfasilitasi kepentingan para
pebisnis di Pulan Jawa sebagaimana
diperlihatkan pada tabel 6dan7 diatas,
Ada dua hal yang menarik dari kedua
tabel tersebut. Pertanta, data diatas
menunjukkan bahwa proyek-provek
MP3El pada dasarnya ditujukan untuk
memfasilitasi kepentingan para
pebisnis di Jawa dan Sumatera, Kedua,
dilihat dari komposisi nilai investasi per
koridor, provek jalan tol, pelabuhan,
dan kereta api mendapatkan proporsi
yvang paling besar. Sementara itu,
infrastruktur vang benar-benar
dibutuhkan woleh masyarakat nilai
investasinya sangat kecil. Sebagai
ilustrasi, di Koridor Sumatera,
persentase investasi untuk jalan tol
sebesar 34 persen sedangkan persentase
investasi untuk pembangunan
bendungan, waduk, atau kanal vang
sangat dibutuhkan oleh petani guna
meningkatkan produktivitas lahan
pertaniannva nilainya dibawah 1
persen, yakni hanya (0,2 persen dari total
investasi.
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(3) Pemberdayaan

Pembangunan pada dasarnya
bertujuan memperbaiki kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat.
Implikasinya, aspek pemberdayaan
seharusnya menjadi tema sentral dalam
dokumen pembangunan. Deklarasi
Kopenhagen mendefinisikan
pemberdayaan sebagai usaha untuk
memperkuat kapasitas diri dan
karenanya menuntut adanya partisipasi
penuh dari masyarakat dalam
formulasi, implementasi, dan evaluasi
dari keputusan-keputusan yang
menentukan kesejahteraan seluruh
masyarakat.

Sayangnya, konsep pembangunan
dalam dokumen MP3El terkesan
menganggap sepele persoalan
fundamental ekonomi dan rendahnya
daya saing pelaku ekonomi domestik.
MP2El memaknai pembangunan
sebagai peningkatan pertumbuhan
ekonomi melalui peningkatan produk
domestik bruto (PDB). Artinya, aspek
pemberdavaan tidak menjadi isu
sentral dalam dokumen MP3EIL
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Padahal, tujuan pembangunan
bukanlah semata-mata meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.

Meski model pembangunan yang
dijalankannya menjadi sumber krisis
ekonomi 1997/1998, perumus MP3E]
tetap bergeming. Bagi perancang
MP3El, pertumbuhan ekonomi wajib
mati-matian dipertahankan, tak peduli
apakah hak ekonomi dan sosial
masyarakat dikangkangi. Hal yang
terlewatkan meskipun kerap
diucapkan oleh pemerintah dalam
MP3EI adalah pentingnya penurunan
kemiskinan, ketimpangan, dan
pengangguran., Ketiga persoalan
tersebut tersebut berpangkal pada
pendekatan pembangunan yang tidak
memberdayakan. Sayangnya, perumus
MP3EI tidak melihat hal tersebut.

MP3EI terkesan akan
mempercepat dan memperluas
pembangunan berupa transformasi
struktural dari perekonomian yang
berbasis konsumsi menjadi
perekonomian berbasis produksi.
Namun, apabila ditelisik secara
mendalam, kebijakan koridor ekonomi
sebenarnya tidak dimotivasi untuk
pemberdayaan masyarakat. Aspek
pemberdayaan lagi-lagi luput dari
perhatian perumus MP3EI.
Pemberdayaan masyarakat hanya
diperhatikan kala program
pengentasan kemiskinan karitatif akan
diluncurkan. Belum lagi manajemen
pelaksanaan dan pengawasan
megaproyek MP3EI yang jauh dari
ideal.

Kendati mengusung semangat not
business as usual, MP3EI tetap melihat
permasalahan pokok dalam proses
percepatan dan perluasan
pembangunan adalah pengadaan tanah
ketimbang inefisiensi birokrasi
pemerintahan dan kegiatan
pemburuan rente (rent seeking activities).

Dalam konteks ini, masyarakat
dianggap sebagai faktor penghambat
utama dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan. Ini terjadi karena
paradigma pembangunan MP3EI
memang berorientasi pada percepatan
dan perluasan kepentingan pebisnis
besar.

Secara umum, kebijakan koridor
ekonomi mengalami penyimpangan
dari kebutuhan perbaikan
ketimpangan spasial pembangunan
ekonomi Indonesia. Dalam
kenyataannya, dari keseluruhanjumlah
investasi yang direncanakan sebagian
besar bakal dikucurkan untuk
pembangunan infrastruktur industri
ekstraktif, berupa jalan tol, bendungan,
pembangkit listrik, bandara, dan
infrastruktur pertambangan.

Patut disayangkan, dalam
program MP3El tidak ada strategi
penguatan struktur ekonomi dan
transformasi ketenagakerjaan yang
memihak pada peningkatan
kesejahteraan buruh. Dari konsep-
konsep kunci yang diusung, MP3EI
jelas memberi ruang yang sangat besar
bagi pelaku ekonomi asing, terutama
lewat instrumen liberalisasi
perdagangan dan memberi porsi besar
kepada keterlibatan pihak swasta
nasional. Sebaliknya, MP3EI tidak
melirik koperasi dan UMKM sebagai
sektor yang juga perlu diberi perhatian
dan dikembangkan, mengingat dua
sektor ini merupakan pelaku ekonomi
yang jumlahnya cukup besar dan
menyerap tenaga kerja yang lebih besar
pula.

Tak hanya itu, infrastruktur yang
dibangun melalui proyek-proyek
MP3EI juga lebih banyak diorientasikan
melayani sektor industri (ekstraktif)
dan jasa. Sementara itu, sektor
pertanian (irigasi, bendungan, jalan
desa) terkesan justru ditinggalkan.
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Karena itu, kebijakan koridor ekonomi sebenarnya tidak didesain untuk
memberdayakan daerah-daerah yang selama ini secara sosial ekonomi cukup
memprihatinkan dan tertinggal. MP3EI justru lebih memprioritaskan daerah yang
memang sudah cukup maju dan berkembang. Hal ini bisa dilihat dari besarnya nilai
investasi dan banyaknya proyek di Jawa Barat dan Riau. Kedua daerah tersebut selain
telah memiliki infrastruktur yang lebih baik, juga merupakan kawasan perhatian
investasi (KPI).

Tabel 8. Provinsi d Nilai Investasi Terbesar dan Terendah

Sumatera Riau Kepulauan Riau
Jawa Jawa Barat Yogyakarta
Kalimantan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan
Sulawesi Sulawesi Tenggara CGorontalo

Bali - NT Bali MNusa Tenggara Barat
Papua- Maluku  Papua Maluku

Sumber: Lampiran Dokumen MP3EL data diolah

Berdasarkan data BPFS yang tersedia, setidaknya ada tiga argumentasi yang bisa
digunakan untuk menguatkan tesis tersebut. Pertama, jika MP3EI serius ingin memacu
pertumbuhan ekonomi regional, maka daerah yang mendapatkan perhatian lebih besar
tentunya provinsi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRE) vang rendah.
Sayangnya, provinsi yang mendapatkan nilai investasi terbesar justru provinsi yang
memiliki nilai PDRB cukup besar, vakni Riau, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
Padahal, jika mengacu pada besaran nilai PRDB, maka Bengkulu, Yogyakarta,
Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara seharusnya lebih layak
dipricritaskan.

Tabel 9. Provinsi dmi Nilai FDRB dan IPM Terendah

Sumatera Bermgkulu Lampung

lawa Yoevakarta Banten

Kalimantan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat
Sulawesi Gorontalo Sulawesi Barat

Bali - NT MNusa Tenggara Timur MNusa Tenggara Barat
Papua - Maluku Maluku Utara FPapua.

Sumber: Badan Pusat Statistik
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Selain PDRE, indikator ekonomi
lain yang bisa digunakan untuk menilai
kekeliruan MP3El adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Jika
MP3El memang ditujukan untuk
pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya, maka komposisi investasi
proyek-proyek MP3El seharusnya lebih
banyak di daerah vang memiliki nilai
IPM yang rendah. Artinya, provinsi
vang seharusnya diutamakan adalah
Lampung, Banten, Kalimantan Barat,
Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara
Barat. Ironisnya, kelima daerah tersebut
hanya mendapatkan kucuran investasi

Sumatera 0TS 2135351
lawa T3 AY2.33
Dali dan Nusa Tenggara SEFF T ANES
Kalirmantan 28338 &5M

S i A0S 176553
Papaea dan Malubou 12043 158012
Indonesds 106H.8 170948

Tabel 1. Provinsi dengan Nilai Investasi Terbesar dan Terendah

diprioritaskan. Data BPS per September
2013 menunjukkan bahwa persentase
pendukuk miskin terbesar masih
berada di Pulau Maluku dan Papua,
vakni mencapai 24,2 persen. Angka ini
jauh di atas persentase penduduk
miskin nasional vang sebesar 11,47
persen.

Selanjutnya, dari data persentase
penduduk miskin per koridor, maka
Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Barat,
Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur,
dan Papua tercatat sebagai provinsi
dengan persentase penduduk miskin

6.I'.H].IZ'I'|:| 3373 1270 11.53

AG506.04 LEL 1135 10
14k 42 1715 1449

7872 453 824 6
213958 .04 1463 1.5
17055 578 32 M4
25.553.97 8.52 1442 .47

Sumber: Lam piran Dokumen MP3EL data diclah

dengannilai yang sangat sedikit.
Sementara itu, apabila dilihat dari

persentase penduduk miskin per pulau,

maka Koridor Papua dan Maluku perlu

tertinggi. Sayangnya, kecuali Papua,
kelima provinsi tersebut tidak menjadi
daerah prioritas provek-proyvek MP3EL

Tabel 1. Provinsi Persentase Penduduk Miskin T

St Horeekuli

Tawa Yoevakarta 1543
Kalimantan Ealimantan Barat M
Suibywass Camomtalo 1751
Bali - Nusa Tengara Musa Teramara Timur 2003
Paoua - Maluku Parua 3113
Indonesia 1137

Suprder; Badan Pusat Statstile, Apustus 203
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Tabel L rovinsi dierg

Sumatera Femghulu 1EH
Jawa Yogyakarta =4
Kalimantan Falimanten Barat H24
Sulawesi Caroae ko 175
Bali - Nusa Terggans s Teriggaea Thmur p T
Papua - Maluka Papua .13
Indonesia 137

Sereher: Radan Pusat Statadl. Asushes 2N 3

Hal ini menunjukkan bahwa
semangat pembangunan yang diusung
oleh MP3EI merupakan pembangunan
vang berorientasi bisnis bukan
pemberdayaan masyarakat. Artinva,
MP3EI tidak berterus terang mengenai
vrientasi pertumbuhan  ekonominya
vang sebenarnva berbasis pemodal
besar. Hal ini tidaklah mengherankan
jika pertimbangannya adalah
pertumbuhan ekonomi. Dengan sistem
tersebut, yang menang adalah pemilik
modal besar dan yang kuat,
Implikasinya, aspek pemberdavaan
secara tidak langsung akan
terpinggirkan, Pembangunan vang
merata dan berkelanjutan serta
penciptaan lapangan kerja hanyalah
slogan untuk menutupi tujuan
sebenarnyva yaitu melayani
kepentingan pebisnis besar. John
Perkins (2004) menegaskan hal ini
dengan mengatakan

The critical factor, in every case, was
gross national product. The project that
resuffed in the highest average mmual
growth of GNP won. If only one project
was under consideration, Twould need to
demonstrate that developing i would
bring superior benefits fo the GNP,

Selanjutnya, program-program
MP3EI merupakan proyek
pembangunan mercusuar yang
membutuhkan dana besar.
Berdasarkan keterangan yang
disampaikan oleh Bappeda Provinsi
NTB, hanya investor besar yvang bisa
ikut terlibat di dalam provel-proyvek
MP3EL yaitu dengan ambang batas
minimal nilai investasi Rp 100 miliar.
Jadi, investasi di bawah Rp 100 miliar
akan masuk ke program regular yang
dirumuskan lewat mekanisme
Musrembang,

Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah berpikir bahwa pembangunan
vang besar-besar inilah yang kelak
akan memberikan efek (multiplier effect)
untuk sektor usaha mikro kecil dan
menengah (UMEKM). Selama ini pelaku
ekonomi kecil cenderung
termarjinalkan. Mereka tidak pernah
mendapat perhatian yang selavaknya,
baik dalam bentuk bantuan
permodalan, bantuan hukum, dan
bantuan teknis. Alhasil, tak heran jika
partisipasi para pelaku UMKM
{pemodal kecil) pun diabaikan karena
kemampuan investasinya yang
terbatas. Dari sisi ini, kian tampak jelas
bahwa program MP3El hanva
diorientasikan bagi perusahaan besar
saja.
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(4)  Partisipasi

Deklarasi PBB tentang Hak atas
Pembangunan Tahun 1986
menyebutkan pembangunan sebagai
HAM. Menurut deklarasi tersebut,
manusia adalah subyek utama
pembangunan dan seharusnya menjadi
peserta aktif dan penerima manfaat hak
atas pembangunan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat 1. Oleh
karena itu, negara perlu mendorong
partisipasi rakyat dalam segala bidang
secbagai faktor penting dalam
pengembangan dan realisasi penuh
HAM dengan merumuskan kebijakan
pembangunan nasional vang tepat
yvang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan secara berkelanjutan atas
seluruh penduduk dan semua individu,
atas dasar partisipasi aktif, bebas dan
bermakna dalam pembangunan dan
distribusi yang adil atas manfaat yang
dihasilkan dari proses tersebut.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2
Ayat 3 dalam Dekarasi Hak atas
Pembangunan sebagai berikut:

"States have the right and the duty to
formulate appropriate national
development policies that aim at the
constant improvement of the well-being
of the entire population and of all
individuals, on the basis of their active,
free and meaningful participation in
development and in the fair distribution
of the benefits resulting therefrom.”

Dengan demikian, sejatinya
pembangunan mensyaratkan tingkat
pendidikan yang cukup, kebebasan
berbicara, dan kewarganegaraan yang
benar-benar independen, baik secara
ekonomi maupun politik, dalam arti
bahwa kebijakan pembangunan
ditetapkan melalui mekanisme proses
partisipasi yang berarti (Seers, 1969).
Senada dengan Seers, Mahbub ul Haq

(1995) juga menekankan pentingnya
aspek partisipasi masyarakat dalam
proses pembangunan dengan
menyatakan

"A human development strategy must
be decentralized, to involve community
participation and selfreliance. It is
ironic to declare human beings the
ultimate objective of economidc planning
and then to deny them full participation
in planning for themselves. Many
developing countries are confused on
this subject. Laudable objectives of
human development adopted in
national plans are often frustrated
because the beneficiaries are given little
say in planning and implementation.”

Ironisnya, semangat ini tidak
terlihat dalam penetapan sejumlah
megaproyek MP3EL Sejumlah proyek
infrastruktur penentuannya justru
tidak partisipatif dan berseberangan
dengan semangat otonomi daerah.
Pelaksanaan MP3EI ini seperti menjadi
momentum bagi kembalinya rezim
politik pembangunan sentralitik dan
menganulir politik desentralisasi yang
sudah dilakukan sejak tahun 1999. Hal
ini karena proses perumusan kebijakan
dalam pelaksanaan proyek-proyek
MP3El sepenuhnya dilakukan dari
pemerintah pusat (bersifat top down).

(5) Transparansidan Akuntabilitas
Pembangunan pada dasarnya
merupakan sebuah konsep yang
normatif. Artinya, nilai-nilai dan
kondisi sosial ekonomi masyarakat
menjadi pertimbangan utama dalam
perumusan kebijakan pembangunan.
Sayangnya, perencanaan
pembangunan seringkali didesain
tanpa memperhitungkan dimensi ini.
Pembangunan cenderung terlihat
sebagai proses eksploitasi sumber-
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sumber dava untuk pemodal besar dan
investor asing, Pengalaman di masa
Orde Baru menunjukkan bahwa
IPemerintah seringkali bervisi jangka
pendek dan cenderung menjadi
penghambat pembangunan karena
pemncanaan pemhangunan }rang
kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Global Compeliliveness Report 2013-
2014 vang dikeluarkan oleh World
Economic Forum menguatkan
argumen tersebut dengan
menyebutkan bahwa faktor utama
penghambat pembangunan di
[ndonesia selama ini adalah faktor
inefisiensi birokrasi pemerintahan dan
korupsi. lronisnva, fakta ini tidak
tersentuh dalam dokumen MP3EL
Meski mengusung semangat not
business as wusual, MP3EI pada
kenvataanya tidak memberikan
perhatian khusus pada aspek
akuntablitas pemerintahan, Sebaliknya,
MP3El justru memberikan porsi yang
sangat besar pada pembangunan
infrastrukiur bisnis,

Tabel 1. Lima Faktor Pen

Paling Besar Dalam Pem

penilaian potensi dampak yang lebih
mendalam dan menyeluruh yang
mencakup semua pihak terutama
masyarakat sebagai pihak vang paling
sering dirugikan. Tanpa transparansi
dan akuntabilitas, kasus-kasus
pelanggaran HAM terkait megaproyek
MP3EI kemungkinan akan tetap tinggi
di tahun-tahun mendatang,

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian di muka,
dapat ditarik kesimpulan bahwa MF3EI
bukanlah sebuah kebijakan dan praktik
Pf!'l't'lbﬂ]"lg'l.'[]'laﬂ }rang S-E]"I.QPEF: dE'I'igﬂ.]'l
prinsip, norma, dan standar HAM
dengan melihat kandungan pokok,
proses perumusan, pelaksanaan dan
tata kelola, serta mekanisme
penanggulangan dampak program-
program MP3EL Pertama, MIP3E] telah
keliru menafsirkan keberhasilan
pembangunan sebagai percepatan
peningkatan  pertumbuhan  ekonomi

di Indonesia

1 Korupsi 193
2 Lywfisjensd Birokras Pegeridalugg 150
3 Kurangmya Ketersediaan Tnd ros{eukiuy 910
4 Akses Perbankan 690
5 Peraturan Kelenagakerjaan vimg Bersilal 630

Membatasi

Sumber: The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum

Pemerintah hanya menilai dampak
sebuah proyek hanya dari permukaan
dan aspek parsial saja. Padahal jika
ditelisik lebih jauh, problem potensi
dampak wvang lebih besar bagi
lingkungan dan sosial selalu
menggelayuti program pembangunan
mercusuar sehingga diperlukan

karena pertumbuhan ckonomi pada
dasarnya bukanlah indikator
kesejahteraan. Dengan menggunakan
indikator yang keliru dan tidak akurat,
maka MP3EI berpotensi menimbulkan
biaya sosial dan lingkungan yvang tinggi
yang akan mengancam penikmatan
HAM.
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Disamping itu, program MP3EI
sebenarnya merupakan sebuah
kebijakan dan praktik percepatan dan
perluasan perdagangan yang
diterjemahkan menjadi pembangunan
ekonomi. Berdasarkan temuan di
lapangan, MP3EIl lebih
mengakomedasi kepentingan pebisnis
besar melalui pembangunan
megaproyek infrastruktur seperti jalan
tol, pelabuhan, bandar udara, kereta api
barang, dan lain-lain. Model
pembangunan seperti ini pada
dasarnya tak lain merupakan
pembangunan bisnis dengan semangat
memfasilitasi kepentingan para
pebisnis ketimbang membangun
kapabilitas ekonomi masyarakat.
Secara makro, ekonomi memang
terlihat tumbuh, namun akan
mengorbankan petani kecil, buruh tani,
dan tenaga kerja yang tidak terampil

Kedua, pelaksanaan program
MP3EI tidak dijalankan dengan proses
yang akuntabel dan transparan.
Pembangunan megaproyek MP3EI
tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-
prinsip transparansi karena proyek-
proyek tersebut diputuskan secara
sepihak oleh pemerintah pusat. Selain
itu, penentuan perusahaan-perusahaan
yang menggarap sejumlah proyek
MP3EI juga terkesan tidak transparan.
Adanya akses atas informasi vyang
terbatas dan tidak merata semakin
menegaskan bahwa MP3El memang
ditujukan untuk perluasan
kepentingan bisnis para pemodal besar,
bukan untuk pelaku ekonomi di
daerah. Dari sisi akuntabilitas,
perumusan MP3El juga terlepas dari uji
publik sehingga potensi dampak
lingkungan dan sosial yang mungkin
timbul dalam pelaksanaannya ke depan
tidak akan terkontrol,

Ketiga, program MP3EI mengabai-
kan dan bahkan mengeklusikan
kelompok rentan, marjinal dan
masyarakat miskin, serta meningkat-
kan ketimpangan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur dalam
program MP3El dijalankan proses
penghancuran kreatif (creative
destruction) melalui strategi penyingkir-
an dan perampasan hak-hak kelompok
rentan, marjinal, dan masyarakat
miskin atas sumber daya dan hasil-hasil
pembangunan. Tingginya
ketimpangan sosial ekonomi tidak
dipertimbangkan secara serius oleh
MP3EL. MP3EI tetap menggunakan
paradigma lama bahwa ketimpangan
ekonomi hanyalah dampak residual
dari proses pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan akan tetap dianggap
berhasil jika ekonomi tumbuh kendati
ketimpangan sosial ekonomi
meningkat. Padahal, data statistik
jelas-jelas telah menunjukkan bahwa
buah dari strategi pembangunan
seperti MP3El adalah kesenjangan
sosial ekonomi.

Keempat, MP3EI juga akan memicu
masalah sosial dan memperparah
degradasi lingkungan. Pengkonversian
lahan-lahan pertanian dalam program
MP3EI tidak didukung dengan suatu
tinjauan mengenai dampak
lanjutannya. Dampak sosial yang pasti
terjadi karena hal ini adalah adanya
perpindahan mata pencaharian atau
alih kerja yang memerlukan persiapan
seksama, terutama dalam hal kesiapan
sumber daya manusia. Sektor
pertambangan yang merupakan salah
satu sektor andalan dan menjadi
prioritas utama pemerintah pun dalam
pelaksanaannya banyak menimbulkan
dampak serta menyimpan potensi
dampak buruk untuk lingkungan
maupun sosial, seperti kian
meruncingnya konflik agraria.
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Program MP3E] terkesan tutup mata
dengan seluruh konflik lahan vang
ditimbulkan dari peraturan
pembebasan lahan yang tumpang
tindih. Dari sisi lingkungan, seringkali
proyek-proyek MP3El berkontribusi
secara masif terhadap perusakan
lingkungan dan ekosistem.

2, Saran

Merujuk pada Deklarasi Wina
Tahun 1993 yang menyebutkan bahwa
pencgakan dan pemajuan HAM
metupakan tanggung jawab pertama
Pemerintah dan temuan-temuan
sebagaimana yang telah diuraikan
dimuka, maka telaah kritis alas
pelaksanaan MP3EI ini
merekomendasikan beberapa hal.
Pertama, menimbang bahwa MP3EI
tidak sejalan dengan prinsip-prinsip
pembangunan berbasis HAM dan akan
memberikan dampak yang serius
terhadap penikmatan HAM, maka
Pemerintah sebaiknya meninjau ulang
MP3EI. Kedua, Pemerintah perlu
mengintegrasikan HAM dalam
kebijakan pembangunan dengan
memasukkan pendekatan
pembangunan berbasis HAM dalam
kebijakan pembangunan ekonomi,
termasuk MP3EIL Ketiga, pemerintah
perlu melibatkan dan berkonsultasi
dengan Komnas HAM dalam setiap
penyusunan kebijakan dan program
pembangunan yang akan memberikan
dampak terhadap perwujudan secara
penuh HAM di Indonesia.
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